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Nama : Nur Andriani 
Nim  : 50400114114 
Judul  : Manajemen Pelayanan Haji (Studi Pada Kementerian Agama 
Kabupaten Bima  
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana manajemen pelayanan 
jama’ah haji (Studi Pada Kementerian Agama Kabupaten Bima)? pokok masalah 
tersebut selanjutnya di-breakdown kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan 
penelitian, yaitu: 1) Bagaimana manajemen pelayanan jama’ah haji pada kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bima?.  2) Apa saja faktor pendukung dan 
penghambat di dalam pelayanan jama’ah haji pada Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bima?.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah: Manajemen dan psikologi adapun sumber data 
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji 
dan Umrah, Staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, staf bagian Analisis 
Kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Bima dan jama’ah haji. 
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Lalu, tehnik 
pengelohan dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: 
reduksi  data, display data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten 
Bima memberikan pelayanan yang cukup baik  yang meliputi administrasi, 
pendaftaran haji, bimbingan manasik haji, transportasi, akomodasi, kesehatan, 
proses pemberangkatan dan pemulangan. Faktor pendukung Kementerin Agama 
Kabupaten Bima yaitu  adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dan ulet 
kepada pihak atau instansi terkait sehingga dapat mempermudah kelancaran dalam 
pelaksanaan pelayanan ibadah haji, sarana dan prasana pendukung dalam 
pelayanan pendaftaran, adanya subsidi dari pemerintah, keramahan yang 
diberikan dari petugas yang melayani calon jama’ah haji, adanya petugas yang 
alhi dalam bidang pelayanan jama’ah haji, dan Meningkatnya yang mendaftar haji 
setiap tahunnya sehingga mencapai 50-60%.  
Implikasi dalam peneliti adalah: Kementerian Agama Kabupaten Bima 
perlu adanya memperbaiki komunikasi kepada instansi-instansi yang 
berkerjasama dalam penyelenggaraan jama’ah haji dengan KBHI sehingga dapat 
menciptakan kerjasama  yang maksimal dalam rangka memberikan pelayanan 
kepada jama’ah haji, Kementerian Agama Kabupaten Bima meningkatkan dan 
mengembangkan administasi yang sesuai dengan apa yang menjadi tanggung 
jawabnya dalam melayani jama’ah haji, memperbaiki jalinan komunikasi kepada 
masyarakat agar masyarakat memiliki informasi dalam pelayanan jama’ah 
sehingga masyarakat tidak minimnya informasi pelayanan jama’ah haji dan dalam 
penanganan masalah pendaftaran online atau SISKOHAT dilakukan penanganan 






A. Latar Belakang Masalah 
Haji merupakan salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam ada lima yaitu 
syahadat, salat, puasa, zakat, dan pergi haji jika mampu1. Haji merupakan ibadah 
yang istimewa karena haji adalah ibadah  jismiyah  (fisik) dan maliyah (harta) salat,  
puasa merupakan ibadah  jasmiyah dan zakat adalah ibadah maliyah. 
Haji adalah ibadah yang mencakup keduanya, yaitu jasmiyah dan maliyah, 
yakni seseorang yang mengorbankan raga dan harta bendanya karena dia harus 
menempuh perjalanan yang membutuhkan biaya yang cukup banyak (pembekalan). 
Ibadah haji adalah ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi 
syarat istito’ah (mampu).2  Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah QS.Ali-
Imran/3:97: 
                            
                              
                                                 
1 Hamka , Pelajaran Agama Islam, (Cet I;Jakarta: Bulan Bintang, 1992). h. 408 
2Imam Saukani  (Ed), Manajeman Pelayanan Haji, (Jakarta: Puslitbing Kehidupan 






Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim 
barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia mengerjakan 
haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)  orang yang 
sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari 
(kewajiban haji),maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam.3 
 
Maksud dari ayat di atas adalah Allah swt mewajibkan  kepada manusia untuk 
mengunjung Baitullah manakala mereka mamiliki kemudahan untuk menunaikannya. 
Tetapi jika mereka tidak mau, maka itu adalah sikap kufur bahwasannya haji 
merupakan ibadah yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang ada di dunia. 
Kemampuan yang harus dimiliki oleh calon jama’ah haji yang memilki 
kesehatan lahir dan batin, mempunyai biaya yang cukup baik untuk membayar ONH 
(Ongkos Naik Haji) /BPIH (Biaya Pendaftaran Ibadah Haji) maupun keluarga yang 
ditinggalkan, tidak terhalang atau mendapatkan izin untuk perjalanan haji. Kewajiban 
pergi haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu apabila tidak 
mengerjakannya karena tidak mampu melakukannya maka ia tidak mendapatkan dosa 
dan apabila ia melakukannya maka ia mendapatkan pahala.4 
Penyelenggaraan haji merupakan amanat UU No.13 tahun 2008 tentang 
penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, 
penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah yang 
dikoordinasikan oleh Kementerian Agama RI. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan  
                                                 
3 Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Semarag: Toha Putra, 1989). h.63 
4 Imam Saukani  (Ed), Manajeman Pelayanan Haji, (Jakarta: Puslitbing Kehidupan 






bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut 
martabat serta nama baik Bangsa. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah 
dilaksanakan berdasarkan atas keadilan, prefesionalitas dan akuntabilitas.  
Penyelenggaraan haji oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pembinaan, 
pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi para jama’ah haji, sehingga 
jama’ah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ajaran agama Islam. 
Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan 
menyediakan pelayanan adminisrasi, pelayanan kesehatan, dan hal-hal lain yang 
diperlukan oleh jama’ah haji.5 
Kementerian Agama sebagai salah satu penyelenggara ibadah haji yang telah 
mempunyai acuan UU No.13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang 
menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi 
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Namun demikian 
selalu dijumpai kendala baik yang bersifat internal (dari dalam tim penyelenggaraan) 
maupun ekternal (instansi terkait dengan penyelenggaraan jama’ah haji dan calon 
jama’ah haji) dengan demikian dalam pelayanan haji adanya ketidaksempurnaan, 
hambatan dan ketidakmampuan menjalankan fungsi secara efektif dalam 
penyelenggaraan haji. Sedangkan pelayanan haji yang dilakukan Kementerian Agama 
RI dari tahun ketahun tidak mengalami perubahan yang berarti. Sehingga dalam 
penyelenggaraan haji dibutuhkan manajemen pelayanan yang efektif dalam 
                                                 






pelaksanaan pelayanan haji.6 Dalam melayani jama’ah haji Kementerian Agama 
memberikan pelayanan dalam hal pelayanan umum, administrasi, ibadah dan 
kesehatan, oleh karena itu perlu upaya manajemen pelayanan kepada jama’ah haji.7 
Ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan kepada jama’ah adalah 
memiliki karyawan yang prefesioanal tersedia sarana dan prasana yang baik, tersedia 
semua produk yang diinginkan bertanggung jawab kepada setiap jama’ah dari awal 
hingga selesai, mampu melayani secara cepat dan tepat mampu berkomunikasi secara 
jelas, memiliki pengetahuan umum lainnya, mampu memberikan kepercayaan kepada 
jama’ah dan dalam memberikan pelayanan jama’ah haji Kementerian Agama harus 
memperhatikan keinginan jama’ah sebagai pelanggan (customer), dengan demikian 
pelayanan baiknya sesuai dengan keinginan jama’ah haji. 8 
Kementerian Agama Kabupaten Bima merupakan salah satu lembaga yang 
mendapatkan amanat untuk melaksanakan tugas dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
haji yang telah diatur sesuai UU No.13 Tahun 2008 sehingga dalam melayani 
pengelolaan  ibadah haji dalam hal pelayanan umum, administrasi, pembinaan, 
bimbingan manasik, kesehatan dan sebagainya yang melayani calon jama’ah haji di 
18 Kecamatan di Kabupaten Bima. Akan tetapi di wilayah Kabupaten Bima 
pelayanan jama’ah haji tidak terkoordinir dengan baik, sehingga menimbulkan 
permasalahan dalam penyelenggaraan haji yang memicu kurangnya kepuasan dan 
                                                 
6 Gazali Suyuti, Problematika Pelaksanaan Ibadah Haji, (Cet I; Makassar Alauddin 
University Pers, 2013). h.2 
7 Imam Saukani  (Ed), Manajeman Pelayanan Haji, (Cet I; Jakarta: Puslitbing Kehidupan 
Keagamaan,  2009). h.12 





ketidaknyamanan jama’ah haji dalam melaksanakan ibadah haji dengan demikian 
Kementerian Agama Kabupaten Bima perlu menerapkan manajemen pelayanan haji 
agar dapat terkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan jama’ah 
haji dan melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan haji dengan efektif 
sehingga jama’ah haji mendapatkan kepuasan dan kenyamanan dalam melaksanakan 
ibadah haji.  
Melaksanakan tugas pelayanan haji  Kementerian Agama Kabupaten Bima 
secara struktural memanfaatkan Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) untuk 
mengkoordinasikan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam menyusun 
rencana pelayanan haji selalu diupayakan untuk mengacu kepada peraturan 
perundangan-undangan yang ada baik dari Kementerian Agama Pusat maupun dari 
Kementrian Agama Daerah.   
Dari pemaparan di atas bahwa hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
manajemen pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bima? 
Sehingga penulis mengangkat judul skripsi “ Manajemen Pelayanan Jama’ah Haji 
(Studi Pada Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten Bima)”  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Peneliti 
Berdasrkan latar belakang diatas, maka penelitian difokuskan pada pada 
“Manajeman Pelayanan Jama’ah Haji (Studi pada Kementrian Agama Kabupaten 





bagaimana manajemen pelayanan jama’ah haji di Kementerian Agama Kabupaten 
Bima dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelayanan 
jama’ah haji di Kementrian Agama Kabupaten Bima. 
2. Deskripsi Fokus 
 
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian 
ini,  maka penulis akan dideskripsikan pengertian beberapa kalimat yang dianggap 
penting. 
a. Manajeman  
Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam pelayanan 
dibutuhkan manajemen yang baik bagaimana cara suatu lembaga Kementetrian 
Agama mengatur dan mengelolah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam 
penyelenggaraan haji terdapat pelayanan sehingga dalam pelayanan membutuhkan 
manajemen untuk mengatur dan mengelolah pelaksanaan  penyelenggaraan haji 
sehingga dalam melaksakan ibadah haji meciptakan kenyamanan dan kepuasan dalam 
melakukan ibadah haji.9 
Sehingga sangat penting bagi karyawan atau staf  PHU (Penyelenggaraan Haji 
dan Umroh) menerapkan manajemen sehingga apa yang menjadi fungsi dalam 
melakukan tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan organisasi 
yang telah ditetapkan. Sehingga untuk mecapai suatu tujuan yang telah di sepakati  
untuk mencapai tujuan yang optimal sesuai dengan keinginan dengan melalui 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi tepat pada 
                                                 





sasaran memberikan kenyaman dan kepuasan kepada jama’ah haji. mengatur atau 
mengelolah .  
b. Faktor pendukung dan penghambat 
  Faktor pendukung dan penghambat yang di maksud dalam penelitian ini 
dalam lembaga adalah apa saja yang menjadi faktor pendukung yang terdapat dalam 
suatu lembaga sehingga faktor tersebut dapat mempengaruhi hal-hal yang dapat 
berkembang, memajukan, dan menjadi yang lebih baik dari sebelumnya dalam suatu 
lembaga sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang mempengaruhi sedikit 
atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya yang menjadi 
penghambat dalam pelaksanaan pelayanan haji. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian di atas maka penulis 
merumuskan suatu pokok permasalahan yakni: Bagaimana Manajemen Pelayanan 
Jama’ah Haji (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima) dan 
kemudian menyajikan sub permasalahan, yaitu:  
 1. Bagaimana manajemen pelayanan jama’ah haji Kementerian Agama 
Kabupaten Bima? 
 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat di dalam proses pelayanan 
jama’ah haji pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima? 





Beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan yang mengenai 
Manajemen dan Haji telah banyak dilakukan dengan paradigma dan metode 
penelitian yang berbeda-beda pula. Berikut pemaparan dari beberapa penelitian 
terdahulu yang juga menjadikan Haji sebagai objek penelitian. Hal ini penulis 
menekankan bahwasan nya penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan 
mendasar dengan penelitian lainnya yang serupa. 
 Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian tentang Manajemen 
Pelayanan Jamaah Haji adalah sebagai berikut: 
1. Ajeng Tania (Universitas Islam Negri Syarif Hidayattullah Jakarta) dalam 
skripsi yang berjudul Analisis Program Pelayanan Jama’ah Haji dan Umrah 
PT.Arminareka Perdana menyimpulkan bahwa dengan pelayanan jama’ah haji dan 
umrah dalam memenuhi setiap komitmen dan janji yang sudah dituangkan dalam 
program haji dan umrah yang membutuhkan pelayanan khusus telah memenuhi 
ketentuan yaitu melakukan pelaksanaan pelayanan dalam memberikan kepada 
jama’ah yang menggunakan pasport haji, memberikan bimbingan ibadah haji 
memberikan layanan administras, akomodasi, transportasi dan pelayanan kesehatan 
secara khusus memberangkatkan, memulangkan dan melayani jama’ah haji khusus 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara penyelenggara dan jama’ah 
haji.10 
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2. Dimas Priyo Sembodo (Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang) 
dalam skripsinya yang berjudul Pelayanan Jama’ah Haji Kota Samarang Tahun 
2009 menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pelayanan jama’ah haji Kementrian 
Agama Kota Semarang telah didasarkan kepada undang-undang yang telah berlaku 
yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2008 diatur segala bentuk kegiatan yang harus 
dilakukan oleh pihak Penyelengaraan Ibadah Haji Kementerian Agama Kota 
Semarang telah berhasil dalam memberikan pelayanan yang baik yang sesuai dengan 
Undang-Undang yang baru. Bentuk pelayanan yang dilakukan Kementerian Agama 
Kota Semarang adalah seperti pendaftaran, pembimbingan jama’ah haji, pengurusan 
imigrasi, pelunasan, pemberangkatan dan pemulangan. Kementerian Agama Kota 
Semarang memiliki hambatan dalam melaksanakan pelayanannya hambatan tersebut 
dihadapi pada tahap pengurusan masalah pasort. Pada pelaksanaan Ibadah Haji tahun 
2009 penggunaan pasport berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga terdapat 
hambatan dalam pelayanan karena pasport yang digunakan pada tahun 2009 adalah 
pasport adalah pasport biasa atau paspor internasional.11 
3. Ibnu Hajar (Universitas Islam Negri Alauddi Makassar) seorang Mahasiswa 
Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam skripsi yang 
berjudul “ Sistem Pengelolaan Bimbingan Manasik Haji-umrah PT. Al-Bayan 
Permata Ujas 2014” menyimpulkan bahwa penelitian ini menekankan pada proses 
manajemen dan fungsinya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem 
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pengelolaan bimbingan manasik haji dan umrah pada PT.Al-Bayan Permata Ujas dan 
faktor penghambat dari PT.Al-Bayan Permata Ujas. Sehingga dalam pengelolaan 
bimbingan manasik haji-umrah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang 
telah direncanakan oleh pengelolaan bimbingan manasik haji-umrah di PT.Al-Bayan 
Permata Ujas walaupun terdapat kendala atau hambatan yang dapat diatasi dengan 
baik dan benar karena adanya kerjasama dan semangat yang tinggi untuk 
menjalankan tugas yang harus diselesaikan.12 
Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 
a. Persamaan: persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
sama-sama membahas tentang  jama’ah haji 
b. Perbedaan: perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
dari beberapa penelitian sama-sama membahas tentang jama’ah haji akan tetapi 
dalam pembahasan sebelumnya tidak mebahas masalah manajemen yang dilakukan 
lembaga kepada jamaah. Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti akan membahas 
masalah Manajemen Pelayanan Jama’ah Haji (Studi Pada Kementerian Agama 
Kabupaten Bima) sehingga jama’ah haji mendapatkan kenyamanan karena telah 
terarah  dengan baik dalam pelayanan jama’ah haji yang dilakukan oleh Kementerian 
Agama Kabupaten Bima. 
 
E.Tujuan dan Kegunaan Penelenitian 
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1. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut :  
a. Untuk mengetahui manajemen pelayanan jama’ah haji pada kantor Kementerian    
Agama Kabupaten Bima.  
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelayanan 
ibadah jama’ah haji yang dilakukan oleh Kementrian Agama Kabupaten Bima. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoretis  
1). Untuk pengalaman belajar dalam penerapan pengetahuan yang diperoleh di 
Universitas Islam Negri Alauddin Makassar 
2). Untuk menambah pengetahuan tentang manajemen pelayanan jama’ah haji 
yang dilakukan pada kantor Kementrian Agama 
b. Kegunaan Praktis 
Manfaat secara praktis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
bahan untuk memperbaiki penyelenggaraan dalam Ibadah Haji di Kementerian 
Agama Kabupaten Bima khususnya dan umumnya di Indonesia sehingga pelaksanaan 





A. Tinjauan Tentang Manajemen dan Manajemen Dakwah 
1. Pengertian Manajemen 
Kata manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu management yang 
dikembangkan dari kata  to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Secara 
umum manajemen dapat diartikan sebagai upaya mengatur untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan mengatur ini mungkin akan timbul beberapa 
masalah. Siapa yang mengantar maka harus mengatur, mengapa harus diataur, dan 
apa tujuan dari kegiatan pengaturan tersebut. Manajemen secara umum dapat di 
denifisikan sebagai “ the process of working with and through others to effciently 
accomplish organizational goals”. Oleh karerna itu dalam proses tersebut 
memerlukan pengaturan di berbagai sumber daya (personal maupun material) dengan 
kata lain proses itu terdapat kegitan orang-orang dan fasilitas agar tujuan pelayanan 
dapat dicapai secara efektif dan efesien.1   
Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan 3 definisi tentang manajemen 
menurut para ahli manajemen adalah sebagai berikut: 
                                                 






a.  S.P Hasibuan dalam bukunya Manajemen Dasar, pengertian dan masalah 
mengemukakan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber 
daya manusia dan sumber-sumber daya lainya secara efektif dan efisien untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. 
b.  Harlod Koonts dan Cyril O’Donnel dalam bukunya Principles of Management 
and Analyes of Management Funcion mengemukakan bahwa coordinating of group 
activity, the manager, as a manager plants, organization,  staffs, derect and control 
the activities other poeple”. Artinya manajemen adalah suatu usaha untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. 
c. Malayu S.P. Hasibuan mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni 
mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 
secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.2 
Kesimpulan dari rumusan para ahli di atas, bahwa manajemen merupakan 
serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, 
mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan menggunkan 
sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang 
telah ditetapkan secara efektif dan efisien.  
                                                 






Dalam pelaksanaan manajemen memiliki fungsi-fungsi dan unsur-unsur 
manajemen dan apabila fungsi dan unsur-unsur manajemen tersebut dijalankan 
dengan baik maka akan menghasilkan output dan outcome yang baik pula fungsi 
manajemen tersebut antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengawasan dan pengedalian. sedangkan unsur-unsur manajemen terdiri dari manusia 
pelaksanaannya, anggaran yang tersedia, alat yang menunjang kegiatan, dan metode 
yang tepat. 
2. Tujuan Manajemen 
Sebagaimana diketahui bahwa manajemen merupakan hal yang penting dalam 
suatu organisasi maupun dalam suatu lembaga terutama dalam lembaga dakwah dan 
penddikan. Manajemen merupakan hal yang vital dalam suatu organisasi. Tujua dari 
berlakukannya  proses manajemen di dalam sebuah organisasi antara lain:  
a. Menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah direncanakan agar dapat 
berjalan secara efektif.  
b. Melakukan peninjauan kembali terhadap implementasi fungsi manajemen serta 
kinerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya. 
c. Memperbaharui strategi pelaksanaan fungsi manajemen agar agar tetap mencapai 
target jika dalam pelaksanaannya terdapat tantang-tantangan tertentu. 






e. Merancang inovasi yang dapat meningkatkan kretifitas kinerja para anggota yang 
jua berimbas pada tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.3 
3. Unsur-unsur Manajemen 
George R.Terry mengemukakan bahwa unsur dasar (basic elements) 
merupakan sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dalam manajemen 
unsur-unsur manajemen tersebut bisanya di kenal dengan “6 M di dalam manajemen” 
(The Six M’s in Management). Berikut adalah uraian singkat mengenai enam unsur 
manajemen tersebut: 
a. Men 
Men (manusia, orang-orang, tenaga kerja) merupakan tenaga kerja ini meliputi 
baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Titik pusat dari manajemen adalah 
manusia, sebab manusia membuat tujuan dan dia yang melakukan proses kegiatan 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya itu.  
b. Money 
Money (uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan) uang 
menrupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan  
c. Mathines 
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Mathines (mesin atau alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan). 
Dalam setiap organisasi, peranan mesin-mesin sebagai alat pembantu kerja sangat 
diperlukan. Mesin dapat meringankan dan memudahkan dalam melaksanakan 
pekerjaan. 4 
d. Methods  
Methods (metode atau cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan). 
Methods adalah cara untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan 
yang telah diteteapkan sebelumnya, makanya Methods ini sangt diperlukan karena 
menentukan hasil kerja seseorang.  
e. Materials 
Materials (bahan atau perlengkapan) manusia tanpa Materials atau bahan-
bahan tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, sehingga unsur 
Materials dalam manajemen tidak dapat diabaikan. 
f. Market 
                                                 
4 Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajeman,Edisi I (Cet: 






Market (pasar untuk menjual barang yang dihasilkan) bagi suatu perusahaan, 
pemasaran produk yang dihasilkan sangat penting bagi kelangsungan proses produksi 
dari perusaan itu sendiri.5   
4. Fungsi-fungsi Manajemen 
Setelah kita mengetahui dari tujuan dan unsur manajemen yaitu mengetahui 
kemana arah yang dituju dalam suatu organisasi maupun dalam suatu lembaga, 
selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang 
dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti 
satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaanya. Fungsi-fungsi manajemen terdiri 
atas empat fungsi, yaitu:6 
  
                                                 
5 Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajeman, Edisi I (Cet: 
I;Jakarta: Pranadamedia Group, 2005). h.96 






a. Planning atau Perencanaan 
Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan 
organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan 
rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari 
semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.  
Perencanaan dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengambil keputusan 
yang akan dilaksanakan sebagai rencana awal jalannya suatu organisasi yang normal, 
supaya mencapai tujuan yang akan dicapai, meliputi pemilihan atau penetapan tujuan-
tujuan organisasi dan penentuan tujuan organisasi, kebijakan, proyek, program, 
prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang di gunakan untuk mencapai 
kebutuhan. Perancanaan memiliki manfaat-manfaat antara lain sebagai berikut  
1)  Standar pelaksanaan dan pengawasan dalam setiap program pendidikan yang 
akan dilaksanakan.  
2)  Penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan pendidikan yang 
akan diselenggarakan dan akan ditetatapkan. 7 
3) Alat dalam memudahkan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait semua 
komponen penyelenggaraan pendidikan. 
                                                 






Fungsi di atas memberikan dukungan yang penuh dalam merencanakan suatu 
perencanaan yang mengacu pada penetapan tujuan, standar, aturan prosedur dan 
pembuatan rencana, juga memberikan kemudahan dalam koordinasi dengan semua 
pihak komponen penyelenggara pendidikan untuk mencapai tujuan yang akan 
dicapai.8 
b. Organizing atau Organisasi 
Organisasi yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang 
telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang 
tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa 
memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan 
efisien guna mencapai tujuan organisasi.  
Dalam hal ini organisasi merupakan wadah pengambilan keputusan terhadap 
segala kesatuan fungsi seperti bahan baku, alat-alat kebendaan, menyatukan segenap 
peralatan modal dan personil (karyawan).  
Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek 
seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi 
sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik 
adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, 
                                                 





karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam 
masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.  
Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan 
yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. 
Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam 
keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang 
dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur 9 
c. Actuating atau Perggerakan 
Geoerge R. Terry mendifinisikan actuating sebagai tindakan untuk 
mengeusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran-
sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial  dan usaha-usaha organisasi. 
Penggerakan merupakan bagian terpenting dari manajemen berbeda dengan ketiga 
fungsi manajemen yang lain (palaning, organizing, controlling,),  penggerakan atau 
pelaksanaan berhubungan langsung dengan orang-orang banyak.10 
Actuating atau disebut juga “gerakan aksi” mencangkup kegiatan yang 
dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang 
ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat 
tercapai. Actuating mencakup penerapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari 
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pegawai-pegawainya, memberikan penghargaan, memimpin, mengembangkan dan 
memberi kompensasi kepada mereka. 
Penggerakan sebagai wujud tindakan-tindakan untuk mengarahkan suatu 
pekerjaan atau program dalam suatu organisasi yang perlu dilaksanakan oleh setiap 
elemen-elemen/bagian yang berwenang dalam suatu organisasi. Kesadaran 
merupakan tujuan dari seluruh kegiatan penggerakan yang metode dan caranya harus 
berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dapat diterima oleh para 
anggota. 
d. Controlling atau Pengawasan/Pengendalian 
Elemen terakhir proses manajemen adalah pengendalian. Pengendalian 
bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Pemimpin 
atau manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasinya. Pengertian 
pengendalian menurut istilah adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil 
pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki dan mencegah terulangnya 
kembali kesalahan itu, begitu pula mencegah sebagai pelaksanaan tidak berbeda 
dengan rencana yang telah ditetapkan. 
Aktivitas pengendalian seorang pemimpin dalam sebuah lembaga baik itu 
lembaga dakwah, lembaga pendidikan atau lembaga apa pun, merupakan proses yang 
menjamin tercapainya  tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, fungsi 





penyesuaian atas setiap penyimpangan dari aktifitas yang telah direncanakan. Adapun 
fungsi pengendalian antara lain: 
1) Menetukan standar prestasi. 
2) Mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini. 
3) Membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi.11 
4) Melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang 
telah ditentukan, dan kemudian kembali lagi ke fungsi perencanaan untuk 
priode berikutnya.  
 Makanya tujuan terakhir dari manajemen adalah controlling atau 
pengawasan yang dimana untuk melihat apakah kegiatan organisasi yang 
dilaksanakan itu sudah sesuai dengan perencanaan dan dengan pengawasan ini dapat 
pula mengetahui dan menentukan mana faktor yang menjadi penunjang dan 
penghambat jalannya organisasi atau perusahaan. Jadi di dalam organisasi atau 
perusahaan fungsi controlling atau pengawasan sangat di perlukan.12 
5. Pengertian Manajemen Dakwah 
Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, karena ia 
meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifah duniawi maupun 
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akhirat. Islam secara teologis merupakan sistem nilai dan ajaran yang besifat ilahiah 
dan transenden. Jika aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 
manajeman, maka “citra profesional” dalam dakwah akan terwujud pada kehidupan 
masyarakat dengan demikian dakwah tidak dipandang dalam objek ubudiyah saja, 
akan tetapi diinterpretasikan dalam berbagai profesi dari segala inti manajerial 
organisasi dakwah. Sedangkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan 
dakwah adalah merupakan suatu hal yang harus prioritas. Aktifitas dakwah berjalan 
dengan efektif jika apa yang menjadi tujuan benar-benar tercapai dalam  
pencapaianya terdapat pengorbanan-pengorbanan yang wajar dan kegiatan dakwah 
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip manajemen yang akan menjamin tercapainya 
tujuan yang telah diteteapkan yang akan menumbuhkan sebuah citra profesionalisme 
di kalangan masyarakat.13 
Sedangkan A.Rosyad Shaleh mengartikan manajemen dakwah sebagai proses 
perencanaan tugas, mengelompokan tugas, menghimpun dan menetapkan tenaga-
tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian mengerakkan ke 
arah untuk mencapai tujuan dakwah. 
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Inilah yang merupakan inti dari manajemen dakwah yaitu sebuah pengaturan 
secara sistematis dan koordinatif dalan kegiatan atau aktivitas dakwah yang memulai 
sebelum pelaksanaan sampai kahir dari kegiatan dakwah.14 
6. Tujuan Manajemen Dakwah  
Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai dan merupakan sebuah pedoman 
dari manajemen untuk organisasi agar dapat meraih hasil tertentu atas kegiatan yang 
dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. Tujuan diasumsikan berbeda dengan 
sasaran. Sedangkan sasaran adalah yang telah ditetapkan oleh manajmen untuk 
menentukan arah organisasi dalam jangka panjang. 
Menurut Asmuni Syukir dalam bukunya mengemukakan tujuan dakwah 
bahwa pada khususnya tujuan dakwah itu ialah: 
a. Mengajak umat manusia yang sudah memeluk islam untuk selalu meningkatkan 
takwanya kepada Allah swt. 
b. Membina mental agama islam bagi kaum yang masih mualaf. 
c. Mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah 
(memeluk agama islam). 
d. Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fithrahnya.15 
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Sementara itu M.Natsir, dalam serial dakwah Media Dakwah mengemukakan, 
bahwa tujuan dari dakwah itu adalah: 
a. Memanggil kita pada syariat untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan 
hidup perseorangan atau persolanan rumah tangga, masyarakat, berbangsa-bersuku 
bangsa, bernegara dan berantar-nergara. 
b. Memanggil kita pada fungsi hidup sebagai hamba Allah di atas dunia yang 
terbentang luas yang berisikan manusia secara heterogen, bermacam karakter, 
pendirian dan kepercayaan, yakni fungsi sebagai syuhada’ala an-naas, menjadi 
pelopor dan pengawas manusia. 
c. Memanggil kita kepada tujuan hidup yang hakiki, yakni menyembah Allah. 
Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran agar mau 
menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik yang 
bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga maupun sosial kemasyarakatnya, agar 
mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Sedangkan tujuan dakwah secara khusus 
dakwah merupakan perumusan tujuan umum sebagai perincian dari pada tujuan 
dakwah.16 
7. Fungsi-fungsi Manajemen Dakwah 
                                                 







Dalam kaitan ini Fungsi manajemen dakwah berlangsung pada tataran dakwah 
itu sendiri. Dimana setiap aktivitas dakwah khususnya dalam skala organisasi atau 
lembaga untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan sebuah pengaturan atau 
manajemerial yang baik, ruang lingkup kegiatan dakwah merupakan sarana atau alat 
pembantu pada aktivitas dakwah itu sendiri. 
Adapun unsur-unsur manajerial atau 'amaliyyah al'idariyyah tersebut 
merupakan sebuah kesatuan yang utuh yang terdiri dari : 
a. Takhthith (Perencanaan Dakwah) 
Dalam aktivitas dakwah, perencanaan dakwah bertugas menentukan langkah 
dan program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan sarana-prasarana atau 
media dakwah, serta personel da'i yang akan diterjunkan. 
b. Tanzhim (Pengorganisasian Dakwah) 
Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokkan orang-ornag, alat-
alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta 
suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka 
mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.  





Merupakan inti dari dakwah itu sendiri yaitu seluruh proses pemberian 
motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu 
bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan 
ekonomis. Motivasi diartikan sebagai kemampuan seorang manajer atau pemimpin 
dakwah dalam memberikan sebuah kegairahan, kegiatan dan pengertian, sehingga 
para anggotanya mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai 
tujuan organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya.17 
d. Riqaabah (Pengendalian Dakwah) 
Pengendalian manajemen dakwah dapat dikatakan sebagai sebuah 
pengetahuan teoritis praktis. Karena itu, para da;i akan lebih cepat untuk 
mencernanya jika dikaitkan dengan prilaku dari da'i itu sendiri sesuai dengan 
organisasi. Dengan demikian, pengendalian manajemen dakwah dapat dikategorikan 
sebagai bagian dari prilaku terapan, yang berorientasi kepada sebuah tuntutan bagi 
para da'i tentang cara menjalankan dan mengendalikan organisasi dakwah yang 
dianggap baik.  
8. Ruang Lingkup Kegiatan Manajemen Dakwah 
Subtansi dakwah adalah berporos pada ajakan untuk memikirkan klam 
terpenting tentang hidup dan mati, kebahagian atau siksaan abadi kebahagian dunia 
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atau kesengsaraan, cahaya kebenaran atau kegelapan maka dakwah harus dilakukan 
secara integritas baik bagi para pendakwah ataupun objek dakwah. Ruang lingkup 
kegiatan dakwah dalam tataran manajemen merupakan sarana dan alat bantu pada 
akativitas dakwah sendiri. Karena dalam aktivitas dakwah akan timbul masalah yang 
sangat kompleks, dalam menagani serta mengantisipasinya diperlukan sebuah 
amnajemen yang sangat sistematis.18 
Sedangkan ruang lingkup dakwah akan berputar pada kegiatan dakwah, 
dimana dalam aktivitas tersebut deperlukan pendukung dalam mencapai kesuksesan. 
Adapun hal-hal yang dapat mempngaruhi aktivitas dakwah antara lain: 
Keberadaan seorang da’i baik yang terjun secara langsung maupun tidak 
langsung, dalam pengertian eksistensi da’i yang bergerak di bidang dakwah itu 
sendiri. 
Materi merupakan isi yang akan disampaikan kepada mad’u, pada tataran ini 
materi harus bisa memenuhi atau yang dibutuhkan oleh mad’u, sehingga akan 
mancapai sasaran dakwah itu sendiri, dan mad’u kegiatan dakwah harus jelas 
sasarannya, dalam artian ada objek yang akan didakwahi 
Apabila  komponen tersebut diolah dengan menggunakan ilmu manajemen 
yang islami maka aktivitas dakwah akan berlangsung secara lancar dan sesuai dengan 
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tujuan yang diinginkan. Aktivitas dakwah membutuhkan sebuah pemikiran yang 
kreatif dan inovatif dengan perkembang mad’u dan manajemen akan berperan 
sebagai pengolah atau distrbutor dalam pemikiran-pemikiran tersebut. Sehngga akan 
menapilkan dakwah Islam yang menarik dan elegan tidak monoton dan 
membosankan.19 
 
B. Tinjauan Tentang Pelayanan haji 
1. Pengertian Pelayanan  
Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 
interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan 
pada pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai 
usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu 
meniapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Menurut Philip Kotler 
pelayanan didefinisikan sebagai berikut: “ pelayanan adalah setiap tindakan atau 
kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak lain, yang pada dasarnya tidak 
berwujud dan tidak mengekibatkan kepemilikian apapun, produksinya dapat dikaitan 
atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik”.  
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Sedangkan pengertian pelayanan menurut Rambat Lupiyoadi “pelayanan 
merupakan semua aktivitas semua akatifitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan 
produk dalam bentuk kontruksi atau fisik, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang 
sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberi nilai tambahan (seperti 
kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan)”.20 
Pemerintah telah berupaya dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon 
jama’ah haji namun yang paling penting adalah kesiapan jama’ah dalam 
melaksanakan Ibadah Haji baik kesiapan fisik, mental maupun material serta kesiapan 
manasik. Proses penyususnan berkodinasi secara struktural dengan bidang Haji 
Kanwil Kemenag Provinsi NTB. Kebijakan pemerintah mengenai Pelayanan Jama’ah 
Haji dengan didasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2008 yang terdapat pada pasal 
6 dan pasal 7 
Pasal 6, dijelaskan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, 
pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan 
ibadah haji, akomodasi, trasnpostasi, keamanan dan hal-hal yang diperlukan oleh 
jama’ah haji. 
Pasal 7, bahwa jama’ah haji berhak memperpleh pembinaan, pelayanan, dan 
perlindungan dalam perjalanan ibadah haji, yang meliput:  
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a. Pembimbingan mnasik haji atau materi lainnya, baik di Tanah Air, di perjalanan, 
maupun di Arab Saudi. 
b. Pelayanan akomodasi, konsumsi, trasnposrtasi, dan pelayanan keseatan yang 
memadai, di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi. 
c. Pelindungan sebagai Warga Negara Indonesia.21 
d. Penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk ibadah haji. 
e. Pemberian kenyamanan trasnportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab 
Saudi, dan saat ulang ke tanah air. 
Pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara 
langsung. Pelayanan pun diartukan sebagai setiap kegiatan /manfaat yang di tawarkan 
suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 
mengakibatkan kepemilikan apapun.22 
 Menurut Tata Sukayat pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan 
yang terjadi dalam interaksi lansung antara seseorang dan orang lain. Dan 
menyediakan kepuasan jama’ah. 
Kegiatan pelaksanaan pelayanan haji dan umroh adalah sebaga berikut: 
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a. Administrasi  
Administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dan melibatkan semua 
orang secara bersama-sama dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang 
telah ditetapkan, mulai dari proses pendaftaran, pembanyaran dan surat keimigrasian. 
b. Bimbingan manasik 
Bimbingan manasik merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan calon 
jama’ah haji yang akan melakukan pemberangkatan haji agar terarah dan mengetahui 
apa saja yang akan dilakaukan jama’ah haji selama melaksanakan haji dari 
pemberangkatan di Indonesia, selama berada di Tanah Suci dan kembali ke Tanah 
Air. Bimbingan manasik haji dan umroh dapat dilakukan menjadi tiga bagian, yaitu:  
1) Prahaji bimbingan yang dilakukan sebelum berangkat ke Taah Suci agar 
calon jama’ah haji mengerti dan memahami bagaimana cara beribadah haji 
dan umroh ketika berada di tanah suci nanti. 
2) Bimbingan yang dilakukan ketika berada di tanah suci. Pembimbing 
mendampingi dan memberi pengarahan kepada jama’ah agar pelaksanaan 
ibadah haji dan umroh sesuai dengan tata cara ibadah haji  
3) Pasca haji adalah bimbingan yang dilakukan setelah pelaksanaan ibadah haji 
dan umroh untuk mempertahankan kemabruran haji dan umroh. 





Tranportasi memegang peran yang cukup menentukan dalam pelaksanaan 
ibadah haji dan umroh pergerakan jama’ah haji dari daerah asal menuju ke Arab 
Saudi sampai kembali ke daerah asal memerlukan saran transportasi yang sesuai 
dengan jarak tempuh perjalanan dan volume angkut (orang dan barang).23 
d. Akomodasi  
Akomodasi adalah salah satu unsur penting yang harus di perhatikan oleh 
penyelenggaraan ibadah haji dan unroh. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrh harus 
memberikan akomodasi dengan bai dan memuaskan sehingga para jama’ah lebih 
khusuk dalam menjalankan ibadah.  
                                                 






e. Konsumsi  
Kelayakan dalam penyajian makanan yang memenuhi standar gizi dan 
higienis merupakan pelayanan yang menjadikan jama’ah merasa nyaman dan puas.  
f. Kesehatan 
Penyelenggaraan kesehatan dilakukan sebelum berangkah haji ke Tanah Suci, 
serta medical chek-up, suntikan vaksin, meningitis, dan H1n1. Pelayanan kesehatan 
adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan agar jama’ah tetap 
dalam keadaan sehat.24 
2. Pengertian Haji  
Haji berasal dari kata Al-Hajj yang artinya tujuan, dan orang arab 
mengartikannya dengan setiap berpergian menuju tempat yang dimuliakan dengan 
Hajjan, kemudian artinya di khususkan oleh syariat yaitu menuju Ka’bah untuk 
menjalankan ibadah haji. Oleh karna itu dikatakan bahwa haji adalah pergi menuju 
Mekah untuk menjalankan manasik haji pada tempat-tempatnya. Pengertian haji 
menurut  syariat adalah pergi menuju Al-Bait Al-Haram untuk mengerjakan ibadah 
yang khusus pada waktu yang khusus pula.25 
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Diluar dari definisi diatas (pergi menuju Al-Bait Al-Haram) yaitu pergi 
menuju tempat yang lain, baik untuk beribadah di mesjid Nabawai yang pahala 
shalatnya berlipat ganda samapai seribu kali atau untuk menjalankan kewajiban 
ibadah lainnya, seperti untuk berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, 
membentu orang yang tertimpa musibah, untuk berdakwah, menuntut ilmu atau 
perbuatan yang diperbolehkan. Di luar dari arti di atas (pada waktu yang husus) yaitu 
menuju Mekah untuk menjalankan ibadah haji.26 
a. Syarat-syarat haji 
Ibadah haji adalah bentuk ibadah tahunan yang dilaksanakan kaum muslim 
sedunia yang mampu (materi, jasmani dan rohani) dengan berkunjung dan 
melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu 
yang dikenal sebagai musim haji ( bulan Dzulhijjah). Dengan syarat dan tata cara 
yang tertentu demi memenuhi panggilan Alla SWT dan mengharapkan Ridho Allah 
adapun syarat-syarat haji adalah sebagai berikut: 
1) Islam  
2) Berakal 
3) Baligh  
4) Merdeka 
                                                 





5) Mampu, mampu yang dimaksudkan yaitu: 
a) Badan yang sehat 
b) Aman di perjalanan  
c) Memiliki bekal .27 
  
                                                 





b. Hukum Haji 
   Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang kelima. Islam seorang 
hamba tidak akan sempurna, kecuali dengannya. Rukun itu seperti bagian yang 
penting sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Haji adalah rukun islam 
yang terakhir, karena adanya hikmah yang besar didalannya, Allah Maha Bijaksana 
dan merupakan salah satu sifat-Nya adalah Bjaksana. Ketika Dia menjawabkan atas 
hamba-Nya untuk memebersihkan hati dengan tauhid, ketika hati bersih maka badan 
pun akan ikut bersih.28 
Allah Ta’ala  juga mewajibkan haji atas hamaba-Nya, yang merupakan ibadah 
hati, badan, dan harta sehingga lebih berat dari pelakasanaannya, tetapi Allah telah 
meringankannya dengan mewajibkannya atas kaum muslimin sekali seumur hidup, 
sehingga ibadah haji merupakan kewajiban seorang muslim. Maka Allah berfirman 
dalam surah Al-Hajj: 27 yang berbunyi: 
                           
 
  
                                                 





Terjemahnya:   
Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang 
kepadamu dengan berjalan kaki atau mengedarai setiap unta yang kurus, mereka 
datang dari segala penjuru yang jauh.29 
Dapat diasumsikan bahwa bahwa pelaksanaan ibadah haji dalam bulan yang 
telah ditentukan waktunya dari waktu ke waktu selama dunia masih berputar. 
Perjalanan haji menggunakan sarana transportasi yang tersedia selaras dengan 
perkembangan tehnologi dan jarak tempuh serta daerah asal dari seluruh dunia. 
c. Keutamaan Iabadah Haji  
Ibadah haji memiliki banayak keutamaan yang melebihi ibadah lainnya. 
Tujuan disyariatkannya ibadah ini sama dengan ibadah yang lainya yaitu 
meneyelamatkan manusia dari penyembahan kepada hamba menuju kepada Tuhan 
hamba itu sendiri, dari penyimpangan agama-agama lain menuju keadilan islam, dan 
dari sempitnya dunia menuju kelapangannya. Diatntara keutamaanya adalah: 
1) Menampakan ibadah hanaya kepada Allah Ta’ala semata 
2) Kesempurnaan agama 
3) Mewajibkan panggilan Nabi Ibrahim Alaihissalam 
                                                 






4) Meneladani Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengikuti sunahnyadalam 
menjalankan ibadah haji 
5) Haji termaksud ibadah yang paling Allah Ta’ala cintai 
6) Ganjarannya adalah syurga 
7) Menghapus dosa-dosa 
8) Terkabulnya do’a para jamaah haji30 
d. Rukun-rukun Haji 
  Ibadah haji memiliki empat rukun yang tidak akan bisa sempurna ibadah haji 
tersebut, kecuali dengan rukun-rukun hajinya. Adapun rukun-rukun haji adalah 
sebagai berikut: 
1) Ihram adalah niat seseorang muslim untuk mengerjakan ibadah haji atau 
umrah ke tanah suci Mekkah.  
2) Wukuf  di Arafah yaitu berada atau hadir di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, 
mulai tergelincir matahari sampai condong ke Barat.  
3) Thawaf Ifadhah adalah ini dilakukan setelah melakukan pelontaran jumrah 
aqabah atau setelah kembali dari Mina ke Mekkah. 
                                                 





4) Sa’i antara Shafa dan Marwah yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara 
Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali pulang pergi31 
e. Kewajiban-Kewajiban dalam Ibadah Haji 
Ibadah haji memiliki beberapa kewajiban yang apabila di tinggalkan harus 
diganti dengan Dam (denda) karena meninggalkan yang diperintahkan. Dam (denda)  
yang harus dilakukan adalah dengan memotong seekor kambing di Tanah Suci dan 
membagikannya kepada fakir yang tinggal di Tanah Suci. Beberapa kewajiban ibadah 
haji tersebut adalah sebagai berukut: 
1) Berihram dari Miqat yang telah ditentukan baginya 
2) Wukuf di Arafah hingga terbenam matahari 
3) Beramal (mabit) di Muzdalifah  
4) Bermalam (mabit) di Mina 
5) Melempar jumrah 
6) Mencukur dan memendekkan rambut 
7) Thawaf wada’32 
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C. Karangka Konseptual 
Karangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitannya antara 
konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Karangka 
konsep ini bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar 
tentang suatu topik yang akan dibahas. Berhaji merupakan dambaan setiap orang 
yang mengaku beragama Islam. Setiap musim haji tiba berdatangan kaum muslim 
dari penjuru Negeri ke Baitullah  untuk menunaikan ibadah haji. Mereka bertemu dan 
berkumpul menjadi suatu ikatan yang lebih kokoh dan kuat  yaitu ukhuwah 
Islamiyah. Tidak ada kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat biasa semuanya sama 
di hadapan Tuhan. Tujuan dan niat mereka sama yaitu ingin menunaikan rukun Islam 
yang ke-5. Sesungguhnya haji adalah wajib sekali seumur hidup atas setiap muslim 
yang mampu yakni memiliki bekal, sehat jasmani dan rohani, adanya biaya bagi 
keluarga yang ditinggalkan. 
Agar pelaksanaan ibadah haji dapat lebih khusyuk maka permasalah-masalah 
teknis diserahkan oleh pihak penyelenggara haji dalam hal ini adalah Kementrian 
Agama. Kompleksitas permasalahan dan faktor penghambat dan pendukung dalam 
penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun, menuntut lahirnya system manajemen yang 
mampu mengakses segenap fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, 





penyelenggaraan haji yang aman, lancar, dan nyaman, tertib teratur, dan ekonomis. 
Secara singkat dapat dikatakan manajemen pelayanan haji diperlukan untuk 
terciptanya penyelenggaraan haji yang efektif, efisien dan rasional. 
Agar tujuan pelaksanaan ibadah haji selalu sukses dalam mencapai target 
yang dicapai, maka perlu adanya suatu menejemen, baik menejemen bidang 
pelayanan, penyuluhan dan bimbingan, manasik dan sebagainya. Sehingga apa yang 
menjadi cita-cita para jamaah dalam menunaikan ibadah haji dan umrah ini bisa 
diperoleh secara sempurna dan memuaskan.33 
Pembinaan, pelayanan dan perlindungan untuk para jama’ah haji yang 
dilakukan sejak mulai pendaftaran dan tercatat dalam Sistem Komputerisasi Haji 
Terpadu Kementrian Agama (Siskohat Kemenag) secara online dan rael time, masa 
tunggu keberangkatan dari Tanah Air samapi ke Arab Saudi, selama di tanah Suci 
sampai kembali ke Tanah Air, yang merupakan intisari dari tugas yang menjadi 
amanah besar Kementrian Agama sehingga di butuhkan manajemen yang baik untuk 
menjalankan tugas atau amanah yang besar ini untuk mencapai tujuan yang diingikan 
dan jama’ah haji mendapatkan kenyamanan, memenuhi kepuasan dan kejelasan 
dalam melaksanakan ibadah haji.34 
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Manajemen haji diperlukan untuk terciptanya penyelengaraan yang efisien, 
efektif, dan rasional. Menurut Syamsir Torang manajemen sangat penting bagi setiap 
aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Dengan kata lain manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam 
setiap organisasi.35 
Dengan manajemen yang baik dengan memberikan kemudahan bagi para 
calon jama’ah haji. Sehingga dalam manajemen terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Fungsi Pencanaan 
Dalam memberi pelayanan kepada jama’ah yang pertama dilakuakan adalah 
membuat rencana terlebih dahulu perencanaan yang dilakukan perencanaan dapat 
didukung oleh pengontrolan perencanaan dengan menggunakan rumus 5W+1H yaitu: 
What ( Apa), Who (Siapa), Where (Dimana), When (Kapan), Why (Mengapa), How 
(Bagaimana). 
2. Fungsi pengorganisasian 
Setelah disusun perencanan, selanjutnya diperlukan adanya kegiatan 
pengorganisasian ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam kerjasama untuk 
meraih sebuah tujuan yang disepakati bersama dan dapat mempermudah pelaksanaan 
                                                 






rencana. Dalam menjalankan kegiatan itu dibutuhkan team work guna mencapai 
tujuan yang telah direncanakan  
3. Fungsi penggerakan  
Pengerakan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan-kegitan untuk mencapai 
tujuan yang teah ditetapkan. Penggerakan yang dimaksud adalah mpara pelaksana 
penyelengaraan haji melakukan kegiatan-kegitan pelayanan jama’ah haji. 
4. Fungsi pengawasan  
Dalam sebuah kegiatan perlu adanya evaluasi untuk mengetahui hasil yang 
telah diperoleh. Proses yang dilakukan oleh penyelenggaraan haji dilakukan untuk 
mengadakan perbaikan terhadap pelayanan yang telah diberikan yang dilaksanakan 
setelah penyelenggsraan haji selesai dilaksanakan. 
Sehingga dalam kegiatan pelayanan dibutuhkan manajemen yang dapat 
memberikan pengaruh besar terhadap kinerja untuk menjalankan tugas sehingga 
pelaksanaan dalam pelayanan jama’ah haji dapat terarah dengan baik.36 
  
                                                 
36 Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajeman, Edisi I (Cet: 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Maksud dari 
penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang merupakan penemuan-penemuan yang 
tidak bisa dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara 
lain dari kuantifikasi (pengukuran) karna hal ini disebabkan penerapan metode 
penelitain kualitatif, karna penelitian kualitatif bisa menangkap kejadian-kejadian 
yang utuh  sehingga metode ini tepat untuk menggali data yang di harapkan dan 
kevalidan data dapat di peroleh karena metode ini ada teknik pemeriksaan keabsahan 
data. Penelitian kualitatif ini menunjuk kepada penelitian tentang masyarakat, sejarah, 
tingkah laku, fungsional pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.1 
Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi di 
lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non statistik. Pada penelitian ini, peneliti 
harus mampu mengungkapkan gejala sosial di lapangan dengan menggerakkan 
segenap fungsi indrawinya. Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh 
informan dan lingkungannya agar mampu mengungkapkan data yang tersembunyi 
                                                 




melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang 
berkembang dalam dunia dan lingkungan responden. 
Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan 
individu tersebut secara holistik (utuh). Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka-
angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.2 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan berlangsung di Kabupaten Bima, tepatnya di Kantor 
Kementrian Agama Kabupaten Bima Jln.Garuda No.03. Narasumber pada penelitian 
ini adalah: 
a. Bapak Drs. H. Abdul Haris, M.Pd sebagai Kepala seksi Penyelenggaraan Haji dan 
Umroh Kementrian Agama Kabupaten Bima. 
b. 3 staf seksi Penyelengaraan Haji dan Umroh Kementrian Agama Kabupaten 
Bima. 
c.  4 jamaah haji Kementrian Agama Kabupaten Bima. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitataif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini lebih 
menekankan pada jenis data yang diperoleh dari temuan di lapangan yang berkaitan 
dengan lapangan yang diangkat dalam judul ini. Pendekatan kualitatif ini dilakukan 
dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh baik berupa gambaran, ucapan 
mau penulisan yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Pendekatan penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:3 
1. Pendekatan Manajemen 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan manajeman, karena 
dengan jenis penelitian kualitatif yang harus berangkat dari teori, maka peneliti 
berangkat dari teori manajeman adalah secara umum manajemen dapat di artikan 
sebagai upaya mengatur atau mengelolah utuk mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditetapkan sehingga untuk mecapai suatu tujuan yang telah di sepakati  untuk 
mencapai tujuan yang optimal sesuai dengan keinginan dengan melalui perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 4 
2. Pendekatan Psikologi 
                                                 
3 Nur Hidayah Muh.Said , Metode Penelitian Dakwah, (Makassar:Alauddin University Pers, 
2013). h.26 




Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang 
melalui gejala perilaku yang dapat diamati. Dengan ilmu jiwa ini seseorang selain 
akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, dan diamalkan 
seseorang juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa 
seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Dengan ilmu agama akan menemukan 
cara yang tepat dan cocok untuk menanamkannya.5 Oleh karena itu, penelitian 
menggunakan pendekatan psikologi karena untuk mengetahui dan menggali seberapa 
jauh manajeman pelayanan yang dilakukan Kementerian Agama di Kabupaten Bima 
kepada jama’ah haji. 
 
C. Sumber Data   
1. Sumber data Primer  
Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subyek penelitian 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data di lapangan, menggunakan sumber 
data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan 
atau informasi yang dilakukan melalui wawancara dokumentasi. Wawancara akan 
dilakukan kepada kepala seksi penyelenggaraan ibadah haji, 3 staf seksi 
penyelengaraan haji, 4 jamaah haji Kementrian Agaman Kabupaten Bima   
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2. Sumber data Sekunder 
Data tertulis yang merupakan sumber data pelengkap yang telah tersusun 
dalam bentuk dokumen-dokumen karena melalui sumber data tertulis akan 
memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan faliditasnya. Sumber data yang 
dapat dari referensi-referensi buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang telah 
tersusun menjadi dokumen dan lain sebagainya. Sebagai bentuk pertanyaannya, 
digunakan wawancara yang bersifat terbuka yang mana wawancara terdiri dari 
pertanyaan-pertanyaan informan diberikan kebebasan untuk menjawabnya.6 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Interview (wawancara) 
Interview  merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan memberikan pertanyaan yang telah disediakan atau diajukan oleh peneliti 
kepada subyek untuk menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti. Interview atau 
wawancara adalah teknik dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk 
keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah pada penelitian. Efektivitas 
wawancara banyak bergantung pada proses komunikasi yang dibangun oleh seorang 
                                                 





pewawancara (komunikator) dengan orang yang diwawancarai (komunikan), untuk 
memelihara suasana wawancara agar tetap hangat dan terbuka berlaku norma-norma 
komunikasi interpersonal. Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data dan 
menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ibadah haji yang 
telah dilakukan di Kementrian Agama Kabupaten Bima. 
Pada saat wawancara dilakukan peneliti memperhatikan beberapa pertanyaan 
dengan wawancara yang terstruktur yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar 
pertayaan yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumya. Sebagai bentuk 
prtanyaannya, digunakan wawancara yang bersifat terbuka yang mana wawancara 
terdiri dari pertanyaan-pertanyaan informan diberikan kebebasan untuk 
menjawabnya.7 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dari data-data yang tertulis yang 
mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran dan fenomena yang masih 
aktual dengan sesuai tujuan dari penelitian metode dokumentasi berasal dari sumber-
sumber yang tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen, catatan harian, 
notulen rapat dan foto-foto. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan suatu data dari 
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dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berada di kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bima terkhusus pada seksi penyelengaraan haji.8 
 
E. Instrumen penelitian 
Kualitas sebuah hasil penelitian berangkat dari kualitas instrumen penelitian 
dan kualitas pengumpulan data.9 Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan 
langkah yang paling strategis dalam penelitian. Data merupakan perwujudan dari 
beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan 
suatu  peristiwa atau kegiatan lainnya. Data yang diperoleh melalui penelitian akan 
diolah menjadi suatu informasi yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
yang sesuai dengan penelitian. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data dibutuhkan 
beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang valid dan akurat.  
Tolok ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrumen yang 
digunakan. Oleh karena itu, penelitian lapangan (field research) yang meliputi 
observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, 
dibutuhkan kamera, alat perekam (recorder) dan alat tulis menulis berupa buku 
catatan dan pulpen. 
                                                 
8 Mulyono Damopoli,  Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Makassar:Alauddi 
University Pers, 2013). h.17 
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F. Teknik Analisis Data  
Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah data yang diperoleh kemudian 
dikumpulkan, diolah, dan dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa dengan 
menggunakan metode deskriptif. Penulis akan melakukan pencatatan serta berupaya 
mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian 
dilakukan. 10 
Analisi data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang 
lain. Analisis data adalah menarik kesimpulan atas persoalan yang diteliti, maka 
peneliti perlu memerlukan analisis data. Kesimpulan yang ditarik dapat merupakan 
gambaran interpretif mengenai realitas  atau gejala yang diteliti secara holistik dalam 
setting tertentu bukan untuk digeneralisasikan.11 
Langkah-langkah analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah:  
1. Data Reduction/Reduksi Data 
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11 Nur Hidayah Muh.Said, Metode Penelitian Dakwah, (Makassar:Alauddin University Pers, 




Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data dengan cara 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penulis mengelola data 
dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang 
terdapat di lapangan ataupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, 
dipilih secara selektif serta disesuaikan dengan permasalahan yang telah dirumuskan 
dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengelolahan dengan meneliti ulang. 
2. Data Display/Display Data 
Display data merupakan  penyajian serta pengorganisasian data ke dalam satu 
bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data 
dilakukan secara induktif, yang menguraikan setiap permasalahan dalam permasalah 





3. Comparatif/Analisis Perbandingan 
Dalam teknik ini penulis mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan 
secara sistematis juga mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama 
lain. 
4. Conclusion Drawing/Verification/Penarikan Kesimpulan 
Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif ialah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang 
akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. 
Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama 
penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan 
lapangan.12 
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengecekan kabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian yang 
sangat penting untuk keakuratan data yang terjadi pada objek penelitian data yang 
dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demkian data yang diperoleh adalah data yang 
valid atau data yang tidak berdeda antara data yang diperoleh dengan data yang 
sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Adapun pengujian keabsahan data pada 
                                                 




uji kredibilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan 
terhadap data yang diteliti. cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu: 
1. Perpanjang pengamatan  
 Dengan perpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 
melakukan pengamatan. Melakkukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 
data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjang pengamatan ini 
berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, 
semakin akrab (tidak ada jarak), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak 
ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk rapport, maka telah 
terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu 
perilaku yang dipelajari. 
2. Peningkatan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 
dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 
peristiwa akan dapat direkam dengan pasti dan sistematis. 
3. Menggunakan bahan referensi 
Bahan referensi yang dimaksud adanya data pendukung untuk membuktikan data 
yang telah ditemukanoleh peneliti. 13 











MANAJEMEN PELAYANAN JAMA’AH HAJI (STUDI PADA 
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIMA) 
A. Gamabaran Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Bima 
Indonesia merupakan bangsa yang relegius, dapat dilihat dari kehidupan 
masyarakatnya maupun dalam kewarganegaraanya yang bermanyoritas beragama 
Islam. Di lingkungan masyarakat  dengan bermanyoritaskan agama Islama dapat kita 
lihat semangat dan kehikmatan masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan 
keagamaan baik dalam ritual maupun dalam kegiatan sosial keagamaan.  
Semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas 
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu asas 
pembangunan. Hal ini dapat diartikan bahwa segala usaha dan kegiatan dijiwai, 
digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhapat Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spritual, moral dan etika dalam 
pembangunan Nasional. 1  
Sejarah lahirnya kementerian Agama Kabupaten Bima tidak lepas dari sejarah 
terbentuknya Kementerian Agama Republik Indonesia. Cikal bakal berdirinya 
Kementerian Agama bermula dari usul utusan Komite Nasional Indonesia (KNI) 
Daerah Keresidenan Banyumas pada Rapat/ Sidang Pleno Komite Nasional Indonesia 
                                                          
1 https://kanwilntb@kemenag.go.id/sejarah-Kementerian-Agama-NTB di akses pada tangga 
20/5/2018 pukul 21.40 
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Pusat KNIP (sekarang DPR/ MPR RI) tanggal 24 dan 28 November 1945 di Gedung 
Fakultas Kedokteran Salemba Jakarta. Usul yang disampaikan oleh KH. Abu Dardiri, 
KH. Soleh Suady dan M.Soekoso Wirjosapoetro bahwa hendaknya urusan agama 
diurusi oleh kementrian khusus dan tersendiri. Atas apresiasi Muhammad Natsir, Dr. 
Moewardi, Dr. Marzoeki Mahdi, Kartosoedarmo dan anggota KNIP yang lain 
mendukung dan memperkuat usul tersebut. Usul tersebut disampaikan kepada 
Perdana Menteri Sutan Syahrir, kemudian diteruskan kepada Presiden untuk 
mendapat persetujuan. Moh. Hatta yang saat itu menjabat Wakil Presiden 
menjanjikan bahwa usul tersebut akan mendapat perhatian sungguh-sungguh dari 
pemerintah. Diperkirakan 1 bulan setelah usul itu, yakni 3 Januari 1947 (29 
Muharram 1364 H) keluarlah Penetapan Presiden RI No. 1/SD/1946 yang berbunyi 
Presiden Republik Indonesia, mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja 
Komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan untuk mengadakan Kementerian 
Agama.2 
Berita berdirinya Kementrian Agama tersebar di kalangan masyarakat melalui 
siaran Radio Republik Indonesia (RRI), koran-koran perjuangan dan dari mulut ke 
mulut. Pada tanggal 2 September 1945 (pada masa kabinet RI/ Kabinet Presidentil 
Presiden Soekarno), sebenarnya telah terbentuk 14 kementrian dan 4 Menteri Negara. 
Pemerintah tidak sekaligus membentuk Kementrian Agama. Hal itu dikarenakan 
antara lain; 
a. Tengah menetapkan politik, ekonomi, pendidikan, sarana, sosial, pertahanan/ 
keamanan, dll. 
                                                          
2 Azyumardi Azra, Menteri-Menteri Agama RI Biografi, Sosial dan Politiki,Edisi I (Cet:I; 
Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1998). h.5 
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b. Segera setelah kemerdekaan Indonesia, para pemimpin negara disibukkan oleh 
perebutan kekuasaan (dari tangan jepang) yang memerlukan waktu dan perjuangan 
fisik. 
c.   Pembentukan kementrian sering tertunda pada setiap sidang pleno KNIP karena 
masalah situasi dan mendesaknya keamanan rakyat. 
Kementerian Agama terbentuk pada masa kabinet Syahrir/ Kabinet 
Parlementer I dengan HM. Rasyidi sebagai Ketua Menteri Agama yang pertama, 
yang sebelumnya sebagai Menteri Negara sedangkan Sekretaris Jenderal 
Kementerian Agama dijabat MR. A. Soebagyo. Pada tanggal 4 Januari 1947 (hari 
kedua pendirian Kementerian Agama) pusat pemerintahan Negara RI pindah ke 
Yogyakarta sebagai kantor sementara sebelum akhirnnya pusat pemerintahan Negara 
RI kembali ke Jakarta.3 
Adapun Tugas Pokok Kementrian Agama saat itu (Berdasarkan penetapan 
Presiden RI No. 5/SD, tgl. 25 Maret 1946) adalah Menampung urusan Mahkamah 
Islam Tinggi (Hoor foor Islamitiesche Zaken) yang sebelumnya menjadi wewenang 
Departemen Kehakiman (Devartment van Justitie). Tugas pokok itu diperkuat dengan 
maklumat pemerintah (No.2, tanggal 23 April 1946), yakni menampung tugas dan 
mengangkat penghoeloe, anggota Pengadilan Agama dan penghoeloe masjid serta 
para pegawainya, yang sebelumnya menjadi wewenang Residen dan Bupati. 
Setelah Negara membentuk Kementerian Agama yang di pusat di daerah 
pulau Jawa Kementerian Agama semakin menyebar luas di seluruh Indonesia dan 
                                                          
3 Azyumardi Azra, Menteri-Menteri Agama RI Biografi, Sosial dan Politiki,Edisi I (Cet:I; 
Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1998), h.9 
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salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mewilayahi sejumlah 
Kabupaten/Kota  salah satu diantaranya adalah Kabupaten Bima, yang merupakan 
pemekaran yang dijadikan wilayah pemerintahan yakni Kabupaten Bima  dan Kota 
Bima itu sendiri. Oleh karna itu Kementerian Agama Kabupaten Bima adalah salah 
satu unit kerja dari struktur organisasi pemerintah maka secara otomatis Kementerian 
Agama terpisah karena pemekaran anata Kota dan Kabupaten Bima dan memiliki 
kantor sendiri yang sekarang berada di Jl.Garuda Lewirato, Kecamatan Mpunda 
depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima No.03 di mana Kementerian Agama 
melayanani pelayanan di 18 Kecamatan di Kabupaten Bima dan saat ini telah menjadi 
satu kesatuan tersendiri dalam melayani4: 
1. Pelayanan Bimbingan Masyarakat Islam 
2. Pelayanan Haji dan Umrah 
3. Pelayanan Kependidikan dan Madrasah 
4. Pelayanan Syariah 
5. Pelayanan Pendidikan Agama Islam 
6. Pelayanan Administrasi Umum  
7. Pelayanan Kepegawaian 
8. Pelayanan Keuangan 
2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Bima 
a. Visi  
Terwujudnya niai-nilai spritual agama dan dalam kehidupan masyarakat bima 
yang sejahtera lahir dan batin. 
                                                          
4 Sifauddin, (46 Tahun) Pegawai pada bagian Analisis Kepegawaian Kementerian Agama 
Kabupaten Bima “Wawancara”  Jl. Garuda Raba Bima, 27 April 2018 
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b. Misi  
1) Meningkatnya pemahaman, pengahayatan dan pengalaman ajaran agama 
2) Meningkatkan kerukunan umat beragama 
3) Meningkatkan kualitas penddikan RA, MI, MTs,dan MA serta pendidikan 
agama dan keagamaan  
4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 
5) Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan beribawa 5  













                                                          
5 Sifauddin, (53 Tahun) Pegawai pada bagian Analisis Kepegawaian Kementerian Agama 
Kabupaten Bima “Wawancara”  Jl. Garuda Raba Bima, 27 April 2018 
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“Struktur organisasi ini merupakan struktur yang baru karna pada tanggal 09-02-2018 
pada hari jum’at pejabat yang baru, dilantik  langsung oleh Bapak Kepala 
Kementerian Agama Kabupaten Bima Drs. H. Syahrir,M.Si”7 
 
B. Manajemen Pelayanan Jama’ah Haji pada Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bima 
  Kebijakan pemerintah mengenai Pelayanan Jama’ah Haji dengan didasarkan 
pada Undang-Undang No.13 tahun 2008, suatu bentuk kegiatan melayani masyarakat 
dalam hal ini adalah Jama’ah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agma Kabupaten 
Bima sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan pelayanan ibadah haji yang dimulai 
dari pendaftaran hingga pemulangan jama’ah haji kembali ke Tanah Air agar 
pelaksanaan haji dapat terlaksana dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan haji 
dapa tercapai. Berikut ini sistem manajemen pelayanan Kementerian Agama 
Kabupaten Bima meliputi: 
1. Persyaratan  
Calon Jama’ah haji Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Agama Islam 
b. Tinggal di Indonesia 
c. Sehat jasmani dan rohani 
                                                          
6 Arsip Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, Jl.Garuda Raba Bima, 27 April 2018 
7 Sifauddin, (46 Tahun) Pegawai pada bagian Analisis Kepegawaian Kementerian Agama 
Kabupaten Bima “Wawancara”  Jl. Garuda Raba Bima, 27 April 2018 
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d. Bagi calon jama’ah haji wanita tidak dalam keadaan hamil 
e. Bukti setor Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun yang bersangkutan8 
2. Pendaftaran  
 Ada dua cara untuk pendaftaran ibadah haji di Indonesia yang akan 
melaksanakan ibadah haji yaitu dengan sistem tabungan dan sistem lunas. 
a. Dengan sistem tabungan 
Pendaftaran calon jama’ah haji dengan sistem tabungan yang akan melunasi 
BPIH adalah sebagai berikut:  
1)  Pendaftaran dibuka sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip first comemfirst 
served (siapa yang datang pertama akan dilayani dulu) 
2)  Calon jamaah haji datang ke Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaran 
Ibadah Haji yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama RI dan 
Kementerian Agama Kabupaten Bima yang telah tersambung dengan 
SISKOHAT  Kemenag sesuai dengan domisili calon jamaah haji untuk membuka 
tabungan haji dan melakukan setoran awal BPIH ke rekening Kementerian 
Agama RI sebesar Rp. 25.000.000,- dengan membawa foto ukuran 3x4 
background putih sebanyak 6 lembar dan materai 6000 sebanyak 1 lembar.9   
3) BPS BPIH akan mencetak bukti seteron BPIH lunas sebanyak 5 (lima) lembar, 
meliputi: 
a) Lembaran pertama asli (berwarna putih) dengan ditempel materai Rp. 6000,-
dan foto berwarna ukuran 3x4 dipegang calon jama’ah sendiri. 
                                                          
8 Mas’ud (48 Tahun)  Sataf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemeneterian Agma 
Kabupaten Bima, “Wawancara” , Jl. Gruda No.03 Raba Bima, 27 April 2018 
9 Mas’ud (48 Tahun)  Sataf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemeneterian Agma 
Kabupaten Bima, “Wawancara” , Jl. Gruda No.03 Raba Bima, 30 April 2018 
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b) Lembar kedua (berwarna merah muda) di tempel foto ukuran 3x4 untk 
pemvisaan. 
c) Lemaran ketiga (berwarna kuning) diserahkan ke kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bima. 
d) Lembaran keempat (berwarna biru) untuk lampiran SPMA, diserahkan kepada 
PPIH embarkasi pda saat jama’ah haji masuk asramah. 
e) Lembaran kelima (berwarna putih) dipegang oleh BPS BPIH. 
4) Selanjutnya calon jama’ah haji mendapatkan bukti setoran BPIH lunas segera di 
daftarkan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. 
5) Setelah itu calon jama’ah haji datang ke puskesmas atau klinik untuk memeriksa 
golongan darah, tinggi badan, dan berat badan, bagi calon jamaah yang belum 
mengetahui olongan darah, tinggi badan, dan berat badan. 
6) Setelah itu calon jama’ah haji datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bima Bagian Penyelenggaran Haji Umrah setempat sesuai domisisli untuk 
melakukan 10: 
a) Mengisi Formulir Pendafaran Haji 
b) Membawa bukti validasi setoran awal dari bank 
c) Mengisi SPPH (Surat Pendafataran Pergi Haji) yang akan diinput oleh pegawai 
haji dan umrah dengan melampiran dokumen-dokumen dipersyararan 
(Fotokopi KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar, Fotokopi Kartu 
                                                          
10 Mas’ud (48 Tahun)  Sataf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemeneterian Agma 
Kabupaten Bima, “Wawancara” , Jl. Gruda No.03 Raba Bima, 30 April 2018 
59 
 
Keluarga sebanyak 1 lembar, Fotokopi Surat Nikah/Ijazah/Akta Kelahiran 
sebanyak 1 lembar). 
d) Setelah itu calon jama’ah haji akan melakukan data jama’ah haji ke 
SISKOHAT berdasarkan SPPH. Siskohat merupakan sistem informasi dan 
komputerisasi haji terpadu yang merupakan janung pelayanan haji Indonesia. 
Oleh karena itu sukses atau tidaknya penyelengaraan ibadah haji, juga 
tergantung dari optimalnya kinerja siskohatdi masa-masa mendatang. Siskohat 
berawal dari kesadaran, bahwa perubahan sosial dan perkembangan tehnologi 
dan informasi yang semakin pesat membuat pelayanan haji juga harus lebih 
cepat dan mudah diakses oleh jama’ah dan pantia haji nasional maupun 
internasional.11 
e) Pengambilan foto berwarna di tempat langsung, dengan latar belakang putih 
dan berukuran muka tampak 80% (Tidak memakai peci, kacamata, dan baju 
dinas) 
f) Pengambilan sempel sidik jari (biometrik) /finger print. 
g) Calon jamaah haji mendapatkan nomor porsi (nomor porsi jamaah haji yang 
batal tidak dapat digantikan). 
h) Membubuhkan tanda tangan di SPPH yang sudah dicetak sebanyak 5 lembar 
oleh Pegawai Penyelenggara Haji dan Umrah 
                                                          
11 Direktoat Pelayanan Haji Luar Negri, Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
dan Kementerian Agama Republik Indonesia, Manajemen Pnyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia,( 
Cet. I ; Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2016). h.21 
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i)  Menerima SPPH yang sudah disahkan dengan ditanda tangani langsung oleh 
Kasi Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 
7)  Calon jamaah haji menunggu informasi pelunasan BPIH 
8) Setelah petugas kantor Kementerian Agama Kbupaten Bima menerima 
perlengkapan persyaratan dan pendaftaran dari calon jama’ah haji  petugas akan 
melakukan:  
a) meneliti kelengkapan pendaftaran calon jama’ah haji. 
b) mencatat nama dan identitas calon jama’ah haji kebuku aenda pendaftaran  
dan memberikan tanda bukti pendaftaran yang telah ditanda tangani oleh 
petugas Kementerian Agama Kbupaten Bima.12 
9) Membuat laporan pendaftaran calon jama’ah haj ke Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi. 
b. Dengan Sistem Lunas 
Prosedur pendaftaran calon jama’ah haji dengan sistem lunas adalah sebagai 
berikut: 
1) Calon jama’ah haji memeriksa kesehatan ke puskesmas sekitar atau ke klinik 
untuk mendapatkan surat kesehatan dan diyatakan sehat jasmani dan rohani  
                                                          
12 Mas’ud (48 Tahun)  Sataf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemeneterian Agma 




(istitho’ah) haji. Jama’ah haji yang memenuhi syarat istitho’ah kesehatan dapat 
melakukan pelunasan BPIH tahap kedua. 
2) Tempat pembayaran setoran pelunasan BPIH jama’ah haji sesuai dengan BPS 
BPIH tempat setoran awal. 
3)  Jama’ah yang telah melakukan pelunasan BPIH mendapatkan bukti setoran 
lunas BPIH yang telah tercatat pada aplikasi SISKOHAT, buku manasik haji, 
baju batik,da untuk pria mendapatkan ihram dan untuk wanita mendapatkan 
mukena. 
4)  Pelunasan BPIH dibayarkan sebesar selisih besaran BPIH perembarkasi dengan 
jumlah setoran awal BPIH. 
5) BPS BPIH akan melakukan entry data calon jama’ah haji ke SISKOHAT 
berdasarkan SPPH. 
6) Pelunasan BPIH dilakukan di bank tempat pembayaran setoran awal bagi bank 
yang telah bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Bima dan 
menjadi BPS BPIH adalah BRI Syari’ah, BNI Syari’ah, Bank Mandiri Syari’ah 
(BMS).13 
7) Bagi jama’ah haji yang telah melakukan pembayaran pelunasan BPIH, jama’ah 
haji wajib melaporkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima 
paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukannya pelunasan dengan menyerahkan 
bukti setoran lunas BPIH. Bagi jama’ah haji yang telah melakukan pelunasan 
BPIH diharapkan telah membuat pasport di kantor imigrasi setempat sehingga 
Kantor Kemeterian Aagama Kabupaten Bima dapat meproses pemvisaan.14 
                                                          
13 Mas’ud (48 Tahun)  Sataf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemeneterian Agma 
Kabupaten Bima, “Wawancara” , Jl. Gruda No.03 Raba Bima, 30 April 2018 
14 Suratin Dato Afdhal (35 Tahun) Operator Seksi Payelenggaraan Haji dan Umrah 
Kemeneterian Agama Kabupaten Bima, “Wawancara”, Jl. Garuda No.03 Raba Bima, 2 Mei 2018 
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8) Petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima setelah menerima 
kelengkapan persyaratan atau menyerahkan bukti setoran lunas BPIH dari calon 
jama’ah haji akan melakukan: 
a) Mencatat nama dan identitas calon jama’ah haji ke buku agenda pendaftaran  
dan memberikan tanda bukti pendaftaran yang telah ditanda tangani oleh 
petugas Kementerian Agama Kabupaten Bima. 
b) Membuat laporan pendaftaran calon jama’ah haji ke Kantor Wilayah 
Kementran Agama Provinsi. 
 
“Pendaftaran Haji dulu tepatnya tahun 2004 dengan sekarang sangatlah berbeda dulu 
sangat mudah hanya menyiapkan berkas-berkas yang dan foto dan menunggu 
panggilan pemberangkatan pun tidak lama hanya menunggu 2 tahun”15 
c.  Bank Penerima Setoran 
Waktu menabung menyetor BPIH dibuka sepanjang tahun setiap hari kerja 
sesuai dengan jam kerja masing-masing BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH. Bank 
yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Bima terdapat 3 (tiga) 
bank yaitu BRI Syari’ah, BNI Syari’ah, dan Bank Mandiri Syari’ah (BMS). 
d. Menyusun pengelompokkan  
Menyusun pengelompokan adalah calon jama’ah haji praman kloter/kelompok 
ketentuan yang telah ditentukan oleh pusat atau Kanwil Nusa Tenggara Barat 
                                                          




e. Menempelkan foto calon jama’ah haji pada paspor dengan ketentuan yang telah 
ditentukan oleh pusat atau Kanwil Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut: 
 1) Ukuran foto sesuai dengan masing-masing halaman. 
2) Satu lembar ukuran pasfoto 4x6 ditempelkan pada kulit belakang paspor 
dengan posisi sudut kanan di atas. 
f. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima atas nama Kmeneterian 
Agama menandatangani paspor pada halaman 2 dan halam A dengan ketentuan: 
1) Halaman 2 ditanda tangani dan disetempel Kementerian Agama Kabupaten 
Bima pada sebelah kiri tanda tangan dan mencatumkan nama jabatan, nama 
penandatangan dan nomor induk pegawai (NIP). 
2) Halaman lanpiran A ditandatangani hanya mencantumkan nama jabatan tanpa 
nama penandatangan dan nomor induk pegawai (NIP). Sebagai pengesahan 
bahwa pasport dapat digunakan oleh jama’ah haji 
g. Mengkoreksi dan mencocokan data calon jama’ah haji antara bukti setoran BPIH 
lembar kedua (berwarna merah muda) dengan pasfoto jama’ah haji .16 
h. Mengirimkan paspor kembali dan bukti setoran BPIH lembar kedua (warna merah 
muda) ke kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 
                                                          
16 Suratin Dato Afdhal (35 Tahun) Operator Seksi Payelenggaraan Haji dan Umrah 




Administrasi adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara 
sistematis untuk menjalankan roda suatu usaha atau misi organisasi agar dapat 
terlaksana, suatu usaha dan suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkam. 17 
a.  Abdul Haris  
Abdul Haris adalah Kepala Seksi Peyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 
yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan, bimbingan haji dan umrah 
dan petugas dalam perjalanan ibadah haji, menyiapkan dokumen perjalanan haji, 
pembekalan dan akomodasi haji serta pembinaan KBHI dan pasca haji. 
b.    Mas’ud 
Mas’ud adalah salah satu staf  yang menangani masalah pembekalan dan 
dokumen haji, menangani proses pendaftaran dan penerima CJH dari BRI Syari’ah, 
menangani bagian pasport, DPAIH calon jama’ah haji, menyusun daftar 
bis/Framanifes, flaight penerbangan dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala 
seksi PHU. 
e. Rosmayani 
Rosmayanti adalah salah satu staf  yang bertugas menangani masalah 
penyuluhan haji dan umrah, pengadministrasian dokumen dan pelayanan haji, 
menandatangani proses pendaftaran dan dan penerimaan CJH dari BNI Syari’ah, 
                                                          




menangani bahan paspor CJH dari BNI Syari’ah, mengatur dan mempersiapkan 




Sudirman adalah salah satu staf yang bertugas menangani masalah 
dokumentasi dan perjalanan haji, pengadministrasian penyelesaia haji dan umrah, 
bimbingan jama’ah haji dan petugas, pengadministrasian proses pendaftaran proses 
pendaftaran dan pembatalan ibadah  haji (BPIH Batal), melaksanakan tugas khusus 
yang diberikan oleh kepala seksi PHU, melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada 
kepala seksi PHU, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala seksi PHU. 
g. Muhk. Ikhsan 
Muh.Ikhsan adalah salah satu staf yang menangani pendafataran dan 
pembatalan haji, melaksanakan pembuatan rekomendasi pembuatan paspost jama’ah 
umrah, menangani bimbingan/sosialisasi manasik haji, penyususnan program kerja 
seksi PHU dan SK kepanitian, pramubakti/ menata kebersihan ruangan, 
melaksanakan tugas khusus yang diberikan kepala seksi PHU, melaporkan seluruh 
pelaksanaan tugas kepada kepala seksi PHU dan melaksanakan tugas yang diberikan 
oleh kepala seksi PHU. 
h. Suratin Dato Afdhial 
Suratin Dato Afdhial adalah salah satu staf yang menangani operator 
computer, membantu menata kearsipan seksi PHU dan melaksanakan tugas yang 
dberikan oleh kepala seksi PHU.18 
4.Bimbingan Manasik 
                                                          
18 Muhammad Ikhsan ( 38 Tahun)  Staf Penyelenggaran Haji dan Umrah, “Wawancara”, Jl. 
Garuda No.03 Raba Bima, 02 Mei 2018 
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Bimbingan manasik merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan calon 
jama’ah haji yang akan melakukan pemberangkatan haji agar terarah dan mengetahui 
apa saja yang akan dilakaukan jama’ah haji selama melaksanakan haji dari 
pemberangkatan di Indonesia, selama berada di Tanah Suci dan kembali ke Tanah 
Air.  
a. Kegiatan bibingan manasik haji dilaksanakan sebanyak 10 kalo pertemuan, yaitu 8 
kali di tingkat Kecamatan dan 2 kali tingkat Kabpaten/Kota. Alokasi waktu setiap 
pertemuan adalah 4 jam pelajaran (JPL). Setiap 1 JPL = 60 menit. 
b. Materi bimbingan manasik haji tingkat Kbupaten/Kota dan Kecmatan dilakukan 
berbasis regu dan materi terpadu meliputi manasik ibadah, manasik perjalanan, hak 
dan kewajiaban, manasik kesehatan dengan kurikulum sebagaimana terlampir. 
c. Materi utama bimbingan manasik berasal dari buku paket bimbingan manasik haji 
dan umrah serta do’a dan dzikir manasik haji dan umrah. Pengembangan materi 
disesuaikan dengan keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 
d. Proses pembelajaran manasik hendaknya manfaatkan sarana pembelajaran yang 
ada pada arsip teori 30% dan praktik atau simulasi 70%. 
e. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan manasik di tingkat Kabupaten/Kota 
adalah kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan 
adalah Kepala KUA Kecamatan setempat. 
f. Bagi KUA Kecamatan yang jama’ahnya kurang dari 20 orang untuk melakukan 
penggabungan dengan KUA Kecamatan terdekat. Dalam hal KUA Kecamatan 
68 
 
kesulitan melakukan kegiatan di tingkat Kecamatan, maka pelaksanaan manasik 
dapat dilakukan bersanma-sama oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 
g. Seperti dalam hal ini tentu karena wilayah dan kondisi daerah, bimbingan manasik 
di tingkat Kabupaten/Kota dapat dilakukan penggabungan pada tingkat Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi.19 
Dalam bimbingan manasik ini merupakan bimbingan yang harus dilakukan 
oleh para jama’ah haji sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kepala Seksi 
Penyelenggaraan Haji dan Umrah 
“ Bimbingan manasik sangat penting bagi para jama’ah haji agar mengatahui apa saja 
yang akan di lakukan selama perjalanan haji karna bimbingan merupakan pemberian 
materi bagi para jama,ah haji”20 
5. Paspor 
Papor adalah identittas diri pribadi yang berlaku secara Internasional dan 
dipergunakan untuk perjalanan antar Neagara. Surat Perjalanan Republik Indonesia 
(SPRI) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang dari 
suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan 
perjalanan antar Negara (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Pasal 1 angka 3). 
Ada beberapa jenis paspor di Indonesia antara lain: 
1) Paspor Dinas 
2) Paspor Biasa 
                                                          
19 H.Abdul Haris (50 Tahun) Kepela Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemeneterian 
Agama Kabupaten Bima,”Wawancara”, Jl.Garuda No.03 Raba Bima, 07 Mei 2018 
20 H.Abdul Haris (50 Tahun) Kepela Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemeneterian 
Agama Kabupaten Bima,”Wawancara”, Jl.Garuda No.03 Raba Bima, 07 Mei 2018 
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3) Paspor untuk orang asing 
4) Paspor Diplomatik 
5) Surat perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia 
6) Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas 
a. Pengurusan Paspor Jama’ah Haji 
1) Jama’ah haji pergi ke kantor Imigrasi terdekat membawa: 
a) Foto copy KTP 
b) Foto copy Kartu Keluarga 
c) Foto copy Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Nikah/Ijazah, jika 
tidak ada  Ijazah, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan tambahan 
identitas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima 
d) Menyediakan biaya sebesar Rp. 355.000 yang akan diganti oleh 
pemerintah pada saat pemberian living cost yang akan dberikan di 
embarkasi Mataram.21 
2) Permintaan penerbitan pasposr biasanya bagi jama’ah haji dapat diajukan 
secara kolektif oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima 
yaitu surat rekomendasi pembuatan pasport kepada Kepla Kantor Imigrasi.  
3) Meliputi domisili jama’ah haji atau di kantor imigrasi terdekat. Bagi 
pemegang paspor yang akan digunakan utuk keperluan Ibadah haji tidak 
dapat digunakan untuk keperluan apapun selain ibadah haji. 
4) Proses di Kantor Imigrasi 
a) Calon jama’ah haji mengisi formulir 
                                                          
21 Mas’ud (48 Tahun)  Sataf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemeneterian Agma 
Kabupaten Bima, “Wawancara” , Jl. Gruda No.03 Raba Bima, 07 April 2018 
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b) calon jama’ah haji menyerahkan surat pengantar penerbitan paspor 
jama’ah haji dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima 
c) calon jama’ah haji mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 
d) paspor yang sudah diterbitkan dan diterapkan cap “Jama’ah Haji 
Indonesia (Indonesian Haji).22 
6) Setelah itu salah satu staf dari Kementerian Agama Kabupaten Bima akan 
mengambil paspor jama’ah haji ke kantor imigrasi kota Bima karena untuk 
mempermudah jama’ah haji.23 
7) Setelah itu salah satu staf dari Kementerian Agama Kabupaten Bima 
membawa Papor ke Kantor Kementerian Agama Wilayah di Mataran. 
8) Proses di Kantor Embarkasi 
Pada saat proses di embarkasi Paspor yang sudah divisa akan diserahkan 
kepada jama’ah haji. 
6. Menentukan pemberangkatan rombongan dan regu. 
Setelah calon jama’ah haji telah menyelesaikan semua proses pendaftaran haji 
dan dokumen jamah haji lengkap maka kemudian jama’ah haji akan dibagikan dalam 
rombongan. Kelompok inilah yang kemudian dijadikan sebagai kelompok bimbingan 
atau rombongan yang biasanya dipimpin oleh satu oarang ketua rombongan, satu 
orang pembimbing dan satu orang tenaga kesehatan.  
                                                          
22 Abdul Wahab (56 Tahun) Jama’ah Haji Kementerian Agama Kabupaten Bima, 
”Wawancara”,  Jl.Lintas Tente-Teke Desa Roi, 08 Mei 2018 
23 Mas’ud (48 Tahun)  Sataf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemeneterian Agma 
Kabupaten Bima, “Wawancara” , Jl. Gruda No.03 Raba Bima, 07 Mei 2018 
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Dari awal jama’ah haji akan mebentuk regu atau rombongan, satu regu terdiri 
atas 11 jama’ah (dengan seorang Ketua regu atau Karu) dan setiap empat regu 
mebentuk satu rombongan. Jadi, satu rombongan jumlahnya 45 orang di ambil dari 
Kecamatan yang sama atau Kecamatan terdekat. Pembutukan rombongan ditentukan 
oleh Kementerian Agama Kabupaten Bima yang ditentukan berdasarkan domisili dan 
keadaan jama’ah haji. Pembentukan regu, rombongan, dan kloter sangatlah penting 
untuk memudahkan koordinasi pada saat pemberangkatan ke tanah suci terutama 
pada saat di tanak suci. Sehingga dalam melaksanakan badah haji para jama’ah dapat 
dikoordinasikan dengan baik dan khusyuk dalam beribadah.24 
7. Pemberangkatan  
Pemberangkatan dilaksanakan pada tanggal 01 Dzulhijah yang akan di 
kumpulkan di tiga titik dengan 18 Kecamatan Kabupaten Bima yaitu: 
a. Kantor Bupati Bima lama yang meliputi dari Kecamatan Sape, Kecamaten 
Lambu, Kecamatan Wawo, Kecamatan Ambalawi, dan Kecamatan Wera. 
b. Kantor Bupati Bima Baru yang meliputi dari Kecamatan Palibelo, Kecamatan 
Belo, Kecamatan Woha, Kecamatan Lambitu, Kecamatan Monta, Kecamatan Parado, 
dan Kecamatan Langgudu. 
c. Paruga na’e sila yang meliputi dari Kecamatan Soromandi, Kecamatan Donggo, 
Kecamatan Bolo dan Kecamatan Madapangga. 
Dan pada saat pemberangkatan jama’ah haji aparat kemanan harus berjaga 
dengan ketat di setiap jalan yang menuju beberapa titik pengempulan jama’ah haji 
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Kemeneterian Agama Kabupaten Bima, “Wawancara”, Jl. Garuda No.03 Raba Bima, 14 Mei  2018 
72 
 
yang telah di rencana bersama sebelumnya untuk antisipasi terjadinya kecelakaan lalu 
lintas. Seperti yang disampaikan oleh salah satu staf Seksi PHU 
“ Keamanan harus di jaga seketat mungkin karena pada saat pemberangkatan  
yang akan ke tempat pengumpulan bukan hanya jama’ah haji tapi kebanyakan 
pengantar. Pengantar bisa sampai 1, 2 dan 3 mobil sedangkan jama’ah yang 
berangkan hanya 1 atau 2 orang itu juga membuat kita kewalahan mengatur jama’ah 
yang akan diberangkat”25 
Dan akan diberangkatkan ke embarkasi asramah haji di Mataran dengan 
menggunakan bus dan jama’ah haji akan menginap di asramah haji selama sehari 
menunggu keberangkatan yang telah ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi. Sebelum jama’ah haji diberangkatkan ketanah suci 
jama’ah selama di asramah haji Mataran jama’ah haji akan melakukan pemeriksaan 
kesehatan, akan menerima biaya hidup (living cots), dan menerima paspor. 
8. Pemulangan Jama’ah Haji 
Setelah melakukan perjalanan ibadah haji para jama’ah haji akan di pulangkan 
ke Tanah Air Indonesia dan setelah itu Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) 
Kabupaten Bima akan menjemput jama’ah haji 2 hari sebelum pemulangan jama’ah 
haji dari Arab Saudi karena perjalanan Bima ke Mataram 1 hari 1 malam. Jama’ah 
haji akan di jemput di bandara Mataram dari Araba Saudi ke embarkasi Mataram untk 
mengumpulkan para jama’ah haji sebelum di berangkatkan ke Bima dengan 
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menggunakan bus dan mengkoordnirkan jama’ah dengan tertib dalam perjalanan 
pemulangan jama’ah haji.26 
 
C. Faktor Pendukung dan Penghambat di dalam Proses Pelayanan Jama’ah Haji 
di Kementerian Agama Kabupaten Bima 
Untuk meningkatkan pelayanan, kementerian Agama Kbaupaten Bima telah 
berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikaskan manajemen pelayanan 
Kementerian Agama Kabupaten Bima meskipun berbagai macam faktor pendukung 
dan penghambat. Dalam melaksanakan pelayanannya, Kementerian Agama 
Kabupaten menghadapi berbagai hal. Dalam proses manajemen pelaksanaan kegiatan 
penulis harus menggunakan analisis SWOT. 
Analisi SWOT merupakan dentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 
meumuskan manajemen lembaga negara. Analisis in berdasarkan pada logika yang 
dapat memaksimalkan kekuatan (strenghts) dan peluang (opportunities), namun 
secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman 
(treats).analsis SWOT menghasilkan faktor-faktor internal dan eksternal.27 
Dalam menganasis data, penulis menggambarkan apa saja yang menjadi 
faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan dalam memanajemen pelayananan ibadah 
haji. Dalam analisis SWOT yang merupakan faktor internal adalah kekuatan dan 
kelemahan yang dimaksud dari faktor internal adalah segala aspek-aspek yang berada 
di dalam suatu lembaga pelayanan, baik pada faktor yang mendukung maupun aktor 
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yang menghambat. Sedanagkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi 
kegiatan pelayanan yang terjadi diluar dari lokasi. Adapun yang menjadi analisis 
SWOT dari masing-masing pelayanan adalah sebagai berukut:  
1. Faktor Internal 
Faktor internal merupakan segala aspek yang berada dalam sutu lembaga 
pelayanan, baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat.  
a. Kekuatan 
1) Sarana dan prasana yang mendukung dalam pelayanan pendaftaran, misalnya: 
ruangan yang ber AC, kursi tunggu yang cukup memadai, TV untuk hiburan 
sambil menunggu anterian, air mineral, tempat yang bersih dan nyaman. Dari 
adanya sarana dan prasarana yang memadai ini, maka Kementerian Agama 
Kabupaten Bima dapat menberikan pelayanan terhadap jama’ah haji secara 
maksimal agar jama’ah haji merasa puas pada pelayanan yang telah diberikana 
Kementeria Agma Kabupaten Bima. 
2) Pembimbing manasik haji yang telah berpengalaman dalam memberikan materi 
manasik haji kepada calon jama’ah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci dan 
dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, benar, sempurna, dan in shaa Allah 
menjadi haji yang mabrur sesuai dengan tujuan awal dari jama’ah haji dan sesuai 
dengan cara berjama’ah haji dengan suanah Rosul. 
3) Adanya staf tenaga ahli yang profesional yang berpengalaman di dalam 
melakukan pelayanan jama’ah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bima dan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pelayanan terhadap jama’ah 
haji dapat diatasi dengan baik dan benar. 
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4) Dana yang di dapat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang haji tersedia dari 
anggaran pusat. Kemudian yang menjadi hak penuh untuk jama’ah haji.  
5) Adanya koordinasi yang rapih dan baik kepada pihak instansi sehingga dapat 
mempermudah kelancaran dalam pelaksanaan pelayana badah haji. 
6) Keramahan dan kesabaran para petugas dalam melayani para calon jama’ah haji 
yang banyak dari mereka adalah lansia sehingga terjadi hubungan yang baik dan 
harmonis. Antara jama’ah haji dan para petugas.28 
b. Kelemahan  
1) Dalam pendaftaran online SISKOHAT jaringan kurang memadai sehingga 
dalam pendaftaran online sering terjadinya kesalahan dalam mengisi biodata 
yang terdapat pada SISKOHAT sehingga dapat menyebabkan calon jama’ah 
haji harus menunggu dengan waktu yang lama. 
2) Pelayanan admnistrasi yang tidak sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan 
untuk staf dikarenakan pada saat jam kerja mereka meminta izin untuk 
keperluan pribadinya . 
3) Kurangnya komunikasi yang baik terhadap masyarakat sehingga minimnya 
informasi masyarakat mengenai haji bagi calon jama’ah haji. Sehingga 
susahnya infomasi yang di dapat oleh jama’ah haji yang menimbulkan 
masyarakat harus mencari sendriri informasi tentang haji. 
4) Kurangnya petugas jumlah petugas dalam pelayanan jama’ah haji pada saat 
pemberangkatan haji.29 
                                                          
28 Suratin Dato Afdhal (35 Tahun) Operator Seksi Payelenggaraan Haji dan Umrah 
Kemeneterian Agama Kabupaten Bima, “Wawancara”, Jl. Garuda No.03 Raba Bima, 21 Mei  2018 
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5) Keragaman karakter pegawai penyelenggaraan haji dan jama’ah adanya 
keragaman katakter ini antara pegawai dan jama’ah haji membuat manajemen 
yang terdapat pada Kementerian Agma Kabupaten Bima mengalami 
kemunduran. Karena manusia diciptakan dengan katerter yang berda-beda 
kelemahan ini tentunya menjadi kendala terbesar karena hal ini akan 
menimbulkan rasa ketidak puasan tersendiri oleh jama’ah haji. Oleh karena itu 
para pegawi penyelenggaraan haji harus lebih bersabar dalam engahadap 
masalah-masalah yang terjadi pada jama,ah haji. Sebagaimana yang telah 
dinyatakan oleh Kepala Seksi PHU yaitu: 
 
“Sering kali ada jama’ah yang tidak sabar menunggu keberangkatan hajinya 
dikarenakan memang daftar tunggunya selama 23 tahun itu pun menimalnya. 
Sehingga kami harus memberikan pemahaman yang begitu halus agar mereka 
bisa mengerti”30 
 
2. Faktor eksternal 
Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi di luar dari kegiatan 
pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Bima . Adapun faktor eksternalnya adalah 
sebagai berikut: 
a. Peluang 
1) Kementerian Agama bekerjasama  dengan beberapa mitra yaitu KBIH, Dinas 
Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Polres, dan juga Pemerintahan 
Kecamatan yang senantiasa membantu Kementerian Agama Kabupaten Bima, 
karena ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang telah terdapat pada 
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undang-undang No 13 tahun 2008 tentang penyelengaraan haji, yang 
merupakan landasan umum. Sehingga jama’ah haji mendapatkan keamanan 
dan kenyamanan jama’ah haji selama pemberangkatan di tanah air dan 
pemulangan jama’ah haji dari mekah ke kebupaten bima dengan selamat.  
2) Meningkatnya calon jama’ah haji setiap tahunnya hampinr mencapai 50%-
60%. Sehingga kuota antrian tunggu makin bertambah. 
 
“ Meningkatnya calon jama’ah haji dikarenakan masyarakat yang selalu sukses 
dalam pertaniannya terutama penanaman bawang merah yang bisa 
mengahsilkan yang cukup banyak. Bahkan ada calon pendaftaran jama’ah haji 
yang telah mendaftar 2 kali sampai 3 kali. Tapi Alhamdulllah Kerajaan Arab 
telah menambahkan kuota pemberangkatan jama,ah haji itu pun mebantu kita 
karna meningkatnya calon jama’ah haji setiap tahunnya.”31 
 
3) Kedekatan emosional pegawai penyelenggaraan haji dan jama’ah, kedekatan 
emosional ini bisa menjadi peluang untuk dimanfaatkan dalam mengurangi 
kelemahan yang ada. Jika terdapat keragaman karakter pegawai 
penyelenggaraan haji dan jama’ah adanya keragaman katakter ini antara 
pegawai dan jama’ah haji membuat manajemen yang terdapat pada 
Kementerian Agma Kabupaten Bima mengalami kemunduran. Akan tetapi 
jika ada pendekatan yang memberikan pegaruh positif maka akan terciptanya 
kedekatan emosional yang baik dari pegawai penyelenggraan haji dan jama’ah 
haji. 
                                                          
31 Mas’ud (48 Tahun) Staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 
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4) Adanya kesempatan untuk meningkatkan pelayanan bagi tenaga kerja. Selalu 
mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan parapetugas dalam melaksanakan 
pelayanan haji untuk jama’ah haji .32 
 
b. Hambatan   
1) Keragaman jama’ah haji yang tingkat pemahan dan latar belakang yang 
berbeda-beda, manyoritas jama’ah haji adalah masyarakat pedesaan dan yang 
baru melakukan perjalanan haji.  
2) Banyaknya jama’ah yang berumur lansia sehingga mempengaruhi tigkat 
pemahaman tentang prosedur haji yang disampaikan staf  PHU Kementerian 
Agama Kabupaten Bima. Sehingga membutuhkan pelayanan yang khusus 
dalam perjalanan hajinya. 
3) Banyaknya jama’ah haji yang kurang disiplin dalam prosedur haji 
dikarenakan jama’ah lebih mementingkan bertani karena banyaknya jama’ah 
yang bekerja sebagai petani. 
4) Sering terjadinya kekeliruan dalam melaksanakan penyelenggaraan dalam 
proses pemberangkatan dan pemulangan. 
5) Banyaknya jama’ah haji yang perpendidikan rendah bahkan ada yang tidak 
mengenal huruf  dan tidak mengerti dengan bahasa Indonesia sehingga harus 
menggunakan bahasa daerah yang lebih baik dan yang dimengerti oleh para 
jama’ah haji. Tantangan-tantangan di atas merupakan tantang terbesar bagi 
Kementerian Agama Kabupaten Bima karena kementerian Agama merupakan 
lembaga untuk mengayomi dan lembaga yang menangani pelayanan haji 
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sehingga secara otomatis lembaga harus bisa merangkul dari setiap jama’ah 
haji agar mencapai pelayanan yang baik dan maksimal sehingga dapat 
memuaskan para jama’ah haji kabupaten bima dalam pelayanan yang di 
berikan Kementerian Agama Kabupaten Bima.33 
 
“ Itu tantangan yang harus kami hadapi dengan sebaik baiknya karena banyak 
dari mereka lebih tua umurnya dari kami, bahkan ada jama’ah yang memakai 
bahasa nene moyang dulu yang bukan bahasa daerah yang sering kita pake 
sehari hari jama’ah seperti itu kita meminta bantuan kepada KUA daerahnya 
untuk menjelaskan seperti bahasa yang di pakainya sehari-hari daerah yang 
paling pendalaman seperti jama’ah yang berasal dari karumbu”34 
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Dari hasil penelitian yang dlakukan peneliti di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bima mengenai  “Manajemen Pelayanan Jma’ah Haji  (Studi Pada 
Kementerian Agama Kabupaten Bima” maka peneliti mengamil kesimpulanasebagai 
berikut: 
1. Manajemen Pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Bima yang telah 
dilakukan sudah cukup baik bagi para jama,ah haji. Hal ini diketahui dari hasil 
wawancara dari beberapa jama’ah haji yang telah melakukan perjalanan haji 
mengetakan bahwa pelayanan yang diberikan Kementerian Agama Kabupaten Bima 
sudah cukup sesuai harapan yaitu dengan memenuhi syarat pelayanan berupa sebagai 
berikut:  
a. Mendapatkan pelayanan yang wajar dari kementerian Agama Kabupaten Bima 
b. Mendapatkan perilaku yang sama tanpa pilih kasih. Siapa yang mendaftar terlebih 
dulu ddalam antrian akan mendapatkan pelayanan. 
c. Sabar dalam mengahadapi jama’ah yang bermasalah seperti jama’ah yang lansia 
butuh pelayanan yang lebih agar bisa memahami prosedur pelayanan Kementerian 
Agama Kabupaten Bima  
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d. Mendapatkan perilaku yang  jujur dan terus terang, hanya saja pada saat aspek-
aspek pelayanan tertentu perlu agar pelaksanaan di lapangan, rapat-rapat dalam 
pelaksanaan pemberangkatan, manasik, dan pemulangan jama’ah haji dapat berjalan 
dengan baik. 
2. Beberapa poin yang menjadi faktor pendukung Manajemen Pelayanan 
Jama’ah Haji di Kantor Kemeneterian Agama Kabupaten Bima di antaranya adalah:  
a. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dan ulet kepada pihak atau instansi 
terkait sehingga dapat mempermudah kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan 
ibadah haji. 
b. Sarana dan prasana pendukung dalam pelayanan pendaftaran, misalnya: ruangan 
yang ber AC, kursi tunggu yang cukup memadai, TV untuk hiburan sambil 
menunggu anterian, air minreal, tempat yang bersih dan nyaman dll 
c. Adanya subsidi dari pemerintah 
d. Keramahan yang diberikan dari petugas yang melayani calon jama’ah haji 
e. Adanya petugas yang ahli dalam bidang pelayanan jama’ah haji 
f. Meningkatnya yang mendaftar haji setiap tahunnya sehingga mencapai 50-60% 
3. Bebeapa poin yang menjadi penghambat dalam Manajemen Pelayana 
Jama’ah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima. 
a. Jaringan komunikasi dan informasi masih terbatas 
b. Lambatnya penanganan kelengkapan administrasi dan pemeliharaan alat dalam 
sistem pendaftaran online SISKOHAT. 
c. Lambat dalam mengambil inisiatif 
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d. Banyaknya jama’ah yang berumur lansia sehingga mempengaruhi tigkat 
pemahaman tentang prosedur haji yang dismpaikan staf  PHU Kementerian Agama. 
e. Banyaknya jama’ah haji yang kurang disiplin dalam prosedur haji dikarenakan 
jama’ah lebih mementingkan bertani karena banyaknya jama’ah yang bekerja sebagai 
petani. 
f. Pelayanan admnistrasi yang tidak sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan 
untuk staf. 
g. Kurangnya komunikasi yang baik terhadap masyarakat sehingga minimnya 
informasi masyarakat tentang pelayanan jama’ah haji bagi calon jama’ah haji. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Setelah melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bima, dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan maka peneliti 
mempunyai saran-saran yang dapat membantu proses pelayanan jama’ah haji adalah 
sebagai berikut: 
1. Hendaknya Kementerian Agama Kabupaten Bima perlu adanya 
memperbaiki komunikasi kepada instansi-instansi yang berkerjasama dalam 
penyelenggaraan jama’ah haji dan dengan KBHI sehingga dapat menciptakan kinerja 
yang baik dan maksimal dalam rangka meberika pelayanan kepada jama’ah haji 
2. Hendaknya Kementerian Agama Kabupaten Bima meningkatkan dan 
mengembangkan administasi yang sesuai dengan apa yang menjadi tanggung 
jawabnya dalam melayani jama’ah haji.   
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3. Kembali memperbaiki jalinan komunikasi kepada masyarakat agar 
masyarakat memiliki informasi dalam pelayanan jama’ah sehingga masyarakat tidak 
minimnya informasi pelayanan jama’ah haji. 
4. Dalam penanganan masalah pendaftaran online atau SISKOHAT 
dilakukan penanganan yang cepat sehingga tidak membenkan jama’ah dengan lama 
menunggu. 
5. Adanya pelayanan pendapingan jama’ah setidaknya 10 orang 1 orang 





Achmad, Nidjam ,dan Alatief ,Hana ,Manajemen Haji.  Jakarta:Mediacita, 2006. 
Ajeng , Tania, Analisis Program Pelayanan Jama’ah Haji dan Umroh. PT. 
Arminareka Perdana. Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negri Syarif 
Hidayatullah, 2014. 
Assauri, Sofian, Manajeman Pemasaran.  Jakarta: Rajawali Pers, 2015 
A. Saleh , Chunaini, Penyelengaraan Haji Era Reformasi. Tanggerang: Pustaka 
Alvabet,  2008. 
Agama, Kementeran RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya. Semarag: Toha 
Putra,1989. 
Azra, Azyumardi, Menteri-Menteri Agama RI Biografi, Sosial dan Politiki. 
Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1998. 
Direktorat Pelayanan Haji Luar Negri dan Direktorat Jendral Penyelenggaraan 
Haji dan Umrah, Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Haji di Arab Saudi 
2017. Jakarta: Kemeneterian Agama Republik Indonesia, 2017 
Direktoat Pelayanan Haji Luar Negri, Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji 
dan Umrah  dan Kementerian Agama Republik Indonesia, Manajemen 
Pnyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 
2016.  
Damopoli, Mulyono, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Makassar:Alauddin 
University Pers,2013. 
Dimas, Priyo, Sembodo,  Pelayanan Jama’ah Haji Kota Semarang 2009. 
Semarang: Institut Agama Islam Negri Walisongo, 2009. 
Hajar, Ibnu, Sistem Pengelolaan Bimbingan Manasik Haji-umrah PT. Al-Bayan 
Permata Ujas 2014 Makassar: Universitas Islam Negri Alauddin 
Makassar,2014. 
Hamka. Pelajaran Agama Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1992. 
Hasan, M. Ali. Tuntunan Haji, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. 
Hamriani. Manajemen Dakwah. Makassar: Alauddin Unversity pers, 2013. 
Kasmir, Etika Coustumer Service. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. 





Munir, Muhammad dan Ilahi, Wahyu,Manajemen Dakwah. Jakarta: Prenada 
Media Group, 2006. 
Mughniyah, Muhammad, Jawad . Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lenter, 2011. 
Muhtarom, Zaini. Dasar-dasar Manajemen Dakwah, Yogyakarta:PT al-Amin 
Press, 1996. 
M.Hasan, Ali ,Tuntunan Haji. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. 
Moleong , Lexy. J., Metodologi Penelitian Kualitatif  , Bandung: Rosdakarya, 
2001. 
Muh, Said, Nurhidayat,, Metode Penelitian Dakwah , Makassar: Alauddin 
University Press, 2013. 
Muhtad, Saeful, Asep dan Ahmad, Safei, Agus, Metode Penelitian Dakwah. 
Bandung: Pustaka Setia, 2003. 
Nata , Abuddin, Metodologi Studi Islam , Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 
Rohidi , Rohendi , Tjetjep , Analisis Data Kualitatif ,Jakarta: UI Press, 1992. 
Sagala, Saiful, Administrasi Pendidikan Konteporer, Jakarta: Alfabeta 2013 
Saukan, Imam  (Ed), Manajeman Pelayanan Haji , Jakarta: Puslitbing Kehidupan 
Keagamaan, 2009. 
Suharin, Eka, Kualitas Pelayanan Kaitannya dengan Kepuasan Konsumen. 
Makassar: Alauddin University Pers, 2012. 
Suriawiria, Unus, Ibadah Haji dan Umroh. Jakarta:Pustaka Utama Grafiti,1996. 
Sa’id, Sa’ad, bin,  Al-Hajari,Haji Bersama Nabi. Jakarta: Darus Sunnah, 2009. 
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta, 
2014 
Sule, Tisnawati, Ernie, dan Saefulah, Kurniawan, Pengeantar Manajemen. 
Jakarta: Prenadamedia Group,2005. 
Suyuti, Gazali, Problematika Pelaksanaan Ibadah Haji, Makassar: Alauddin 
University, 2013. 
Syukri, Asmuni, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1983 
Wibowo, Manajemen Kinerja. Jakarta:Rajawali Pers, 2014. 
Yusuf, Burhanuddin, Manajeman Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rajawali Pers, 
2015 
Yuliana, Siti, Peran Manajeman Dalam Peyelenggaraan Ibadah Haji. Surakarta: 






DAFTAR PUSTAKA ONLINE 
 
http://eprints.ums.ac.id/2011/Metodepenilitian.html(22November2017). 
https://kanwilntb@kemenag.go.id/sejarah-Kementerian-Agama-NTB di akses 
pada tangga 20/5/2018 pukul 21.40 
https://definisipengertian.net/pengertiananalisisSWOT di akses pada tangga 
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MANAJEMAN PELAYANAN JAMA’AH HAJI (STUDI PADA 
KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN BIMA) 
Staf instansi 
1. Bagaiman realitas pendaftaran jama’ah haji pada Kementrian Agma 
Kabupaten Bima? 
 Apa saja yang harus disediakan sebelum mendaftar menjadi calon 
jama’ah haji? 
 Bagaimana proses pembayaran, apakah calon jama’ah membayar uang 
muka terlebih dulu?dan proses pembayaran dilakukan melalui Bank 
(transfer) atau secara tunai? 
 Apakah jama,ah mengisi formulir pendaftaran melalui online atau 
secara manual? 
 Berapa tahun calon  jama’ah haji menunggu pemberangkatan haji? 
2. Bagaimana manajemen yang dilakukan Kementrian Agama Kabupaten Bima 
kepada jama,ah haji? 
3. Seperti apa administrasi yang dilakukan Kementrian Agama Kbupaten Bima, 
terkait dengan penyelenggaraan haji? 
4. Seperti apa pelayanan yang diberikan Kementrian Agama Kabupaten Bima 
kepada jama’ah haji? 
5. Apa saja visi, misi Kementrian Agama Kabupaten Bima? 
6. Siapa saja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementrian Agama Kabupaten 
Bima? dan seperti apa tugas dan fungsi Kementrian Agama Kabupaten Bima? 
7. Kapan saja jadwal pembimbing manasik jama’ah haji? 
8. Faktor apa yang menjadi pendukung di dalam proses pelayanan jama’ah haji 
dikantor Kementrian Agama Kabupaten Bima? 
9. Faktor apa yang menjadi penghambat didalam proses pelayanan jama’ah haji 
di kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima? 
10. Tindakkan apa yang harus dilakukan Kementrian Agama Kabupaten Bima 




11. Bagaimana menurut bapak/ibu dalam pelayanan yang diberikan oleh 
Kementrian Agama pada saat pendaftaran? 
12. Seperti apa pelayanan yang diberikan oleh Kementrian Agama Kabupaten 
Bima selama perjalanan haji? 
13. Bagaimana pelayanan yang diberikan Kementrian Agama Kabupaten Bima ? 
jika kurang memuaskan apa yang perlu diperbaiki?, jika sudah baik apa yang 
harus ditingkatkan? 
14. Apa saja keluh kesah yang Bapak/Ibu rasakan dalam pelayanan yang 
diberikan Kementrian Agama Kabupaten Bima selama perjalan haji 
berlangsung?  
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